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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan
huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus, dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
T Alif d”ar:Lian‘;kan Tidak dilambangkan
- Ba b be
o Ta t te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim j Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
c Kha kh ka dan ha
> Dal d de
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
B Ra r er
) Zai z zet
o Sin S es
53 Syin sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)




b Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ "ain X apostrof terbalik (di atas)
i Gain g ge

) Fa f ef

A Qaf q ki

4 Kaf k ka

J Lam I el

2 Mim m em

J Nun n en

9 Wau w we

2 Ha h ha

c Hamzah ‘ apostrof

S Ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
kasrah i i

s dammah u u
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b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
6 Fathah dan ya ai adanu
) Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- K kataba
- e fa'ala
- K suila
- LX kaifa
- J}é haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
6 | Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
S Kasrazadan ya 1 i dan garis di atas
’j Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala
- Y rama
- Us qila
- j}:u yaqilu
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D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup, atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati, atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JWY L5 raudah al-atfal/raudahtul atfal

3.8 s, H —
- SR al-madinah al-munawwarah
- sl talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- B nazzala
- A al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
yaitu J), namun pada transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:
- QD ar-rajulu
- (J.ai\ al-galamu
- ;,.MWJ\ asy-syamsu
- Jody al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:

- :\.i-b ta’khuzu
- e syai’un
-3 an-nau’u
- 3; inna
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H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- G R se u\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/

/ Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- aless 5 LkE A ey Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

- u\-«Jw\ u) 5& 2 Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/

Alhamdu lillahi rabbil "alamin
- 2P ua\ji\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahtm
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

®o . MorT

- )}3& vl Allaahu gafiirun rahTm
- s )y’;ﬁ“ & Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jamT an

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid.
Nasr Hamid Abu)

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

Mohammad Shofi Hidayat, 2025. “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Zari‘ah”. Tesis Program Stud
Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama I[slam Negeri (IAIN)
Palopo, Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Helmi
Kamal.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan surat edaran Dirjen Bimas
Islam  Nomor  P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021  dalam  tata  peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Penelitian juga berisi analisis terhadap
kebijakan masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri yang termuat dalam
surat edaran perspektif 4/-ZarT‘ah sehingga dapat diketahui landasan dan tujuan
dikeluarkannya surat edaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif
yuridis, yaitu penelitian kepustakaan yang diselenggarakan dengan
menitikberatkan pada penelitian dengan sumber data dari bahan-bahan
kepustakaan hukum, bahan penelitian mencakup tentang sistematika hukum dan
sinkronisasi suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan hukum lainnya. Metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (4nalitycal Approach)
yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pemeriksaan keabsahan
data menggunakan metode triangulasi data, ketekunan pengamatan dan
pengecekan sejawat yang kemudian diolah dengan cara klasifikasi, verifikasi,
analisis hingga kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa idah
adalah waktu tunggu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya.
Masa tunggu yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada waktu
tunggu bagi laki-laki bekas suami terhadap idah perempuan bekas istri hingga
selesai. Adapun Al-Zari‘ah ialah suatu perbuatan perantara kepada suatu
perbuatan yang dilarang atau kepada suatu perbuatan yang dianjurkan. Surat
edaran ialah naskah dinas arahan yang muatannya berisi penetapan atau
pemberitahuan suatu hal tertentu yang penting dan mendesak serta ditujukan
kepada lingkungan tertentu. Surat edaran suatu peraturan perundang-undangan
yang dimaksud pada penelitian ini secara umum memuat isi kebijakan dalam SE
2021 yang telah sesuai dengan metode Sadd Al-Zari‘ah. Meskipun terdapat pula
paparan kritik peneliti terkait muatan dari kebijakan surat edaran tersebut.

Kata Kunci: Idah, Surat Edaran, Al-Zari‘ah
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ABSTRACT

Mohammad Shofi Hidayat, 2025. “A Juridical Review of the Circular Letter of
the Director General of Islamic Community Guidance No.
P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 on Marriage During a Wife's ‘Iddah
Period from the Perspective of Al-Zari‘ah”. Thesis of Postgraduate
Family Law Study Program, Institute Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Helmi
Kamal.

This study aims to examine the legal status of the Circular Letter issued by the
Director General of Islamic Community Guidance No.
P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 within the Indonesian legislative framework. It
also analyzes the policy concerning the waiting period (‘iddah) required of a
former husband regarding his former wife, as outlined in the circular letter, from
the perspective of Al-Zari‘ah, in order to understand the underlying basis and
objectives for the issuance of the circular. This research employs a normative
juridical method, a library-based study emphasizing legal literature as primary
data sources. The research materials cover legal systematics and the
synchronization of one legal provision with others. The approach used is an
analytical approach, referring to applicable laws and regulations. Data validity is
ensured through data triangulation, prolonged engagement, and peer debriefing.
Data were then processed through classification, verification, analysis, and
conclusion drawing. The findings reveal that ‘iddah refers to the prescribed
waiting period imposed on a woman following the dissolution of her marriage.
This study specifically discusses the waiting period for the former husband
concerning the ‘iddah of his former wife until its completion. Al-Zari‘ah is
defined as an act that serves as a means leading either to a prohibited or a
recommended act. A circular letter is an official administrative document
containing directives, stipulating or notifying urgent and important matters,
intended for a specific audience. The circular letter under study constitutes a
regulatory document whose content, as stated in the 2021 Circular, aligns with
the sadd al-Zari‘ah method. Nevertheless, the researcher also presents critical
reflections on certain aspects of the policy content of the circular letter.

Keywords: ‘Iddah, Circular Letter, Al-Zari‘ah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup
rakyatnya, termasuk Indonesia yang mengadopsi ideologi Pancasila dan
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai dasar hukumnya. Dalam
konteks ini, Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan kepada warganya untuk
memilih dan menjalankan agama serta keyakinan mereka masing-masing. Untuk
mewujudkan jaminan tersebut, diperlukan adanya sistem hukum nasional yang tidak
hanya mendukung tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut
UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak
warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan
beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk
orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi
pelaksanaan Hukum bercorak Islam pada tatanan Hukum Nasional, agar masyarakat
memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan
Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 1 UUP menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin
antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, Pasal 2 UUP mengatur syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu harus



dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan masing-masing pasangan.
Semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur
kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6.

Tujuan dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan
bahwa pernikahan dalam masyarakat dilaksanakan dengan teratur. Perkawinan harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)
UUP. Apabila sebuah pernikahan hanya mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) saja,
maka pernikahan tersebut bisa dianggap sebagai "pernikahan di luar ketentuan".
Dengan demikian, Pasal 43 Ayat (1) UUP tidak bisa berdiri sendiri dan harus terkait
dengan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
khususnya UUP.!

Pencatatan perkawinan ialah syarat administatif.? Hal ini diatur dikarenakan
apabila perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di
mata hukum tidak memiliki kekuatan. Dampak yang muncul ialah, jika terdapat
pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai, maka upaya hukum tidak bisa
diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti yang sah serta
autentik dari pernikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga pencatata nikah
mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi untuk memberikan

suatu bentuk jaminan hukum.

! Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian
Yuridis terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VII1/2010”, Membangun Peradilan Agama Yang
Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2). Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia (2012): 191.

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta:
UlI Press, 2011), 184



Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai
Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk® sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP juncto Pasal 5
ayat (2) KHI. Singkatnya, di masa sekarang kewenangan pencatatan berada pada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana
suatu peristiwa pernikahan tersebut dilangsungkan. Dalam struktur organisasi, KUA
merupakan bagian dari Kementerian Agama (Kemenag). KUA berfungsi sebagai unit
pelaksana teknis yang berada di bawah wewenang Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan dikelola secara operasional oleh Kepala
Kantor Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota.*

Pada 29 Oktober 2021, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan melalui
Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/.111/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Selama
Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). Kebijakan dalam SE 2021
menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi wanita lain setelah masa idah istri
sebelumnya selesai. Namun, jika pria tersebut telah menikah lagi denga wanita lain
sementara bekas istrinya masih dalam masa idah, pria tersebut harus mendapatkan
izin poligami dari pengadilan jika ingin rujuk kembali dengan bekas istrinya. Padahal
sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami yang mentalak istri
dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin dengan perempuan

lain. Nas pada Q.S. Al-Talaq 65/2.°
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3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta:
UlI Press, 2011), 185

4 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, ...”", 558
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Terjemahnya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan
mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang
demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu
yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa
kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya’®
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Dalam hukum Islam di Indonesia, baik melalui UUP maupun KHI, tidak ada
larangan bagi seorang pria untuk menikahi wanita lain meskipun bekas istrinya
masih dalam masa idah. Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan sistem
monogami terbuka, di mana seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri
(poligami, atau dalam adat masyarakat Luwu disebut sipammarue) harus
mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam
salah satu poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain meskipun
wanita bekas istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan
potensi poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyai kesempatan
pula merujuk wanita bekas istrinya.

Maksud SE 2021 dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama
ialah sebagai petunjuk atas pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh PPN KUA bagi
pria yang akan menyelenggarakan pernikahan Bersama wanita lain meskipun wanita
bekas istri masih ada masa idahnya. Tujuan surat edaran ini dikeluarkan ialah guna
pemberian kepastian prosedur pencatatan peristiwa perkawinan untuk pria bekas
suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri

masih berada pada masa idah. Namun apakah memang benar ketentuan tersebut

® Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, ...”", 558



berimplikasi memberikan kepastian hukum untuk masyarakat melalui bentuk surat
edaran dan telah sesuai dengan pembentukan ketentuan peraturan perundang-
undangan, atau justru menimbulkan kebingungan karena justru menghambat
masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya hingga menjadi isu
atau permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan tersebut perlu
ditelaah lebih lanjut agar diketahui maksud sebenarnya dari Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui SE 2021
ini. Maka peneliti hendak melaksanakan penelitian agar mengkaji lebih lanjut
mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan SE 2021 tersebut berdasarkan tata per-
UU di Indonesia.

Layaknya penemuan Hukum Islam pada suatu masalah lainnya, peneliti
utamanya juga hendak mengetahui apa sebenarnya tujuan dikeluarkannya surat
edaran yang salah satu poinnya mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri.
Apakah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 tersebut
sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi fenomena atau isu di tengah
masyarakat tentang pandangan negatif poligami yang dianggap bentuk perbuatan
yang kurang memihak kepada perempuan. Bahkan data BPS pada tahun 2023
menerangkan bahwa di Indonesia terdapat 738 kasus perceraian karena alasan
poligami.’

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dari salah satu bentuk
implementasi manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan manusia

lain. Hal tersebut juga didorong karena sesuai fitrah manusia antara pihak pria dan

" Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 280



pihak wanita yang membutuhkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.
Perkawinan merupakan perintah dari Tuhan kepada manusia agar umat dapat
menguatkan eksistensinya dengan cara yang sesuai dengan agama atau
keyakinannya.®

Islam dalam ajarannya telah diperintahkan Allah Swt. Kepada umat manusia
untuk melaksanakan perkawinan sebagai cara untuk memakmurkan bumi. Al-Jurjani
menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt. menciptakan manusia adalah agar bumi dapat
dimanfaatkan secara optimal, dengan segala sumber daya yang ada di bumi untuk
kepentingan manusia. Untuk memastikan bumi tetap bermanfaat dan tidak sia-sia,
keberadaan dan kelangsungan keturunan manusia sangat penting.®

Muhammad Abu Zahrah memaparkan bahwa salah satu substansi perkawinan
disyariatkan ialah agar kehidupan manusia terpelihara secara sempurna, sebab
dengan perkawinan, akan diketahui bagi setiap orang mengenai silsilah keturunannya
secara jelas dari atas sampai ke bawah.'° Pandangan yang lebih luas, ibadah yang
utama dalam pergaulan umat Islam ialah perkawinan itu sendiri, karena perkawinan
tidak saja dipahami sebagai upaya membina rumah tangga antara laki-laki dan
perempuan serta memelihara keturunan. Tetapi perkawinan juga dipandang sebagai
upaya agar ukhuwah islamiyah dapat meningkat, meluas dan dapat pula menguatkan
silaturahmi antar sesama manusia.*

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci agar setiap pasangan suami istri

saling menyayangi dan saling mengasihi. Namun apabila hal tersebut tidak tercapai

8 Anita Marwing, Arini Pratiwi, dan Syawaluddin Hanafi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing
Soro’ Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone”, Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
IAIN Gorontalo, Vol. 15 No. 2, (2019): 204, https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307.

® Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dan Toyib Arifin, Terjemahan Kitab Hikmatu al-Tasyri - wa Falsafatuhu,
(YYogyakarta: Qudsi Media, 2015), 102

10 Muhammad Ab Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Bairut: Dar al-Fikr Al-‘Araby, 1957), 19-22

1 Anita Marwing, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro’ ...”, 204
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dan justru timbul mafsadat bagi hubungan keduanya serta tidak dapat lagi
dirukunkan, maka perkawinan tersebut dapat dijatuhkan talak. Berdasarkan akibat
hukumnya, dalam ilmu fikih dikenal 2 macam talak yaitu pertama talak raj’i dan
yang kedua ialah talak bain. Pertama, yaitu terkait talak raj’i secara ringkasnya ialah
talak kesatu ataupun talak kedua, yang mana seorang suami mempunyai hak rujuk
(dapat kembali rukun membina sebuah ikatan perkawinan) selama istri berada dalam
masa idah.'? Allah mengatur sebagaimana dalam Q.S. Al-Bagarah /2:229.

&QLMQ-L: Cf" 5 a‘ djjxf Jwbg s d)’\hf
Terjemahnya: “Talak (vang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat)

menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan
(menceraikan) dengan baik... "

Talak bain adalah jenis talak di mana mantan suami tidak dapat langsung
rujuk dengan mantan istri, namun mereka dapat kembali bersama melalui pernikahan
baru meskipun mantan istri masih dalam masa idah. Masa idah adalah periode
tunggu yang harus dilalui seorang perempuan setelah talak, perceraian, atau kematian
suami. 4

Allah Swt. menurunkan syariat untuk menciptakan kebaikan bagi hamba-Nya
dan untuk melindungi mereka dari kerugian di dunia dan akhirat. Setiap ketetapan
dan hukum dari Allah Swt. tidak ada tanpa tujuan; semuanya diciptakan dengan

maksud dan tujuan tertentu bagi seluruh makhluk-Nya.'® Salah satu tujuan

ditetapkannya masa idah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah memberi

12 pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, ..."", 36

14 Abdul Qadir Mansyur dan Muhammad Zaenal Arifin, Terjemahan Figh al-Mar’ah al-Muslimah min
al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Figih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang
Perempuan dalam Hukum Islam, (Jakarta: Zaman, 2012), 124.

5 Firman Muhammad Arif, Muammar Arafat Yusmad, dan Nursyamsi Ichsan. “Penerapan PERMA No.
03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di
Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”, Maddika: Journal of Islamic Family Law IAIN
Palopo, Vol. 02 No. 01, (2020): 18. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800.



kesempatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk merenung dan
mempertimbangkan kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga mereka.®
Namun berbeda bagi suami karena tidak ditetapkan baginya idah atau masa tunggu.
Apabila berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki iddah,
sehingga sang pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan
lain, meskipun bekas istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa
idah.

Peneliti merasa tertarik disamping meninjau secara Yyuridis posisi dan
kekuatan SE 2021 dalam sistem per-UU di Indonesia, peneliti merasa perlu memiliki
suatu landasan penggalian atau perumusan (istinbaz) Hukum Islam agar mengetahui
latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam mengatur pernikahan dalam masa idah
bekas istri.

Maka Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan-
kebijakan yang termuat dalam SE 2021 tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut
terutama mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana bila seorang pria kawin
dengan wanita lain namun masa idah bekas istri sang pria tersebut belum habis, yang
selanjutnya peneliti kaji melalui sudut pandang atau perspektif metode istinbay

hukum Al-Zari ‘ah.

B. Rumusan Masalah
Peneliti berlandaskan paparan yang melatarbelakangi penelitian ini di atas
yang pada pokoknya ialah apabila seorang pria kawin dengan wanita lain namun

bekas istri sang pria tersebut belum habis menjalani masa idah, maka dimungkinkan

16 Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnabh, ..., 672.



terjadi poligami terselubung karena adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk

istrinya. Selanjutnya Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 yang salah satunya

mengatur pernikahan dalam masa idah istri. Hal inilah yang menarik perhatian
peneliti untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Maka atas paparan tersebut peneliti
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama
Nomor P.005/DJ.111/HKk.00.7/10/2021 yang mengatur perkawinan dalam masa
idah istri dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2) Bagaimana ketentuan perkawinan selama masa idah istri dalam Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021

tersebut ditinjau perspektif Al-Zari ‘ah?

C. Tujuan Penelitian
Peneliti berdasarkan paparan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang
hendak digapai peneliti menyelenggarakan penelitian adalah:

1) Guna memahami dan mampu menganalisa kedudukan Surat Edaran Dirjen
Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.I11/Hk.00.7/10/2021 yang
mengatur perkawinan selama masa idah bekas istri dalam tata per-UU di
Indonesia.

2) Guna memahami dan mampu menganalisa ketentuan mengenai aturan
perkawinan selama masa idah bekas istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas
Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.111/HKk.00.7/10/2021 tersebut perspektif

metode istinbas hukum Al-Zari ‘ah.
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D. Manfaat Penelitian
Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang
diantaranya adalah:
1) Penelitian bermanfaat untuk pengetahuan umum sekaligus informasi mengenai
ketentuan hukum perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda.
2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis tentang ketentuan dan
pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya tentang
perkawinan dalam masa idah bekas istri.
Manfaat khusus yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya
adalah:
1) Secara Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori Hukum
khususnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang perkawinan
dalam masa idah bekas istri.;
2) Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana
ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 mengatur terkait ketentuan perkawinan
selama masa idah bekas istri. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi
dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Islam terkait hukum
perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda, sehingga

dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya ketentuan Surat Edaran
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Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.I11/Hk.00.7/10/2021
yang mengatur terkait ketentuan perkawinan selama masa idah bekas istri.

b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman dan
informasi mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam masa idah bekas
istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas
Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 sehingga
masyakarat dapat memperoleh pengetahuan dan kepastian hukum.

c. Bagi Pemerintah
Penelitian ini juga dapat berguna bagi para pakar hukum maupun praktisi
hukum, kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum,
akademisi, Lembaga pemerintah baik eksekutif (Kementerian Agama
khususnya Dirjen Bimas Islam), legislatif (Dewan Perwakilam Rakyat), dan
yudikatif (Pengadilan) sebagai telaah kritis dalam rangka membuat dan
menegakkan ketentuan hukum yang adil serta memberikan kepastian hukum

terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu
Peneliti telah melakukan upaya penelusuran beberapa literatur, namun
peneliti belum menemukan penelitian yang sama identik mengenai Masa Tunggu
Suami Terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Al-Zari‘ah). Namun berdasarkan
penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan

penelitian yang peneliti sedang lakukan dan terdapat pula titik singgung antara
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pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti.

Namun di sisi lain, terdapat pula beberapa hal yang membedakan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti.

1)

2)

Penelitian Tesis berjudul “Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan
Maslahah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)” oleh Ach. Rosidi Jamil
membahas latar belakang penerbitan surat edaran oleh Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama (Dirjen Binbaga) Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia terkait kebijakan poligami selama masa idah serta
mengevaluasi kebijakan tersebut dari perspektif Maslahah. Penelitian ini
memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu surat
edaran Dirjen Binbaga Islam atau Dirjen Bimas Islam dan topik mengenai
poligami dalam masa idah. Perbedaannya terletak pada nomor dan tahun surat
edaran yang dianalisis, serta fokus penelitian: penelitian sebelumnya menilai
kebijakan poligami dari perspektif Maslahah, sementara penelitian ini akan
menilai masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri dari perspektif Al-
Zari‘ah. Penelitian ini juga akan mengkaji kedudukan Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian Tesis berjudul “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘lddah dan
Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” oleh Nuzulia Febri Hidayati.
Penelitian ini meninjau tentang ketentuan idah dan ihddd bagi wanita
berdasarkan ketentuan KHI perspektif gender. Maka penelitian yang dahulu
dengan penelitian yang akan peneliti selenggarakan juga sama menyinggung
terkait masa idah istri. Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah objek penelitian
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terdahulu lebih kepada Tinjauan ketentuan idah dan ihddd bagi perempuan
berdasarkan KHI perspektif gender.l” Adapun objek penelitian yang akan
dilakukan peneliti ialah mengkaji tentang ketentuan masa tunggu suami terhadap
idah sang bekas istri yang diatur melalui SE 2021 tersebut dan kemudian aturan
tersebut ditinjau terkait metode istinbas Hukum Islam perspektif Al-Zari ‘ah serta
menganalisa kesesuaian antara muatan hukum dengan bentuk produk hukum.

3) Penelitian Tesis berjudul “Konsep ‘lddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah
Faqgihuddin Abdul Qadir” oleh Hamzanwadi membahas konsep idah bagi laki-
laki menurut perspektif Mubadalah Fagihuddin Abdul Qadir. Penelitian ini
memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas
masa tunggu laki-laki setelah perceraian dengan istrinya. Namun, perbedaannya
terletak pada fokusnya: penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep idah
laki-laki secara umum dalam konteks saling (mubadalah) menurut Fagihuddin
Abdul Qadir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada
ketentuan masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri menurut SE 2021,
yang merupakan kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Penelitian ini juga
akan menganalisis ketentuan tersebut dari perspektif metode istinbat Hukum
Islam perspektif Al-Zari‘ah dan mengevaluasi kesesuaian antara substansi
hukum dan produk hukumnya.

4) Penelitian Jurnal berjudul “‘Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian
Filsafat Hukum Islam” oleh M. Nur Kholis al-Amin membahas ketentuan masa
idah untuk suami setelah istrinya meninggal dunia. Penelitian ini memiliki

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas masa tunggu

7 Nuzulia Febri Hidayati, “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI)”, Tesis, (Yogyakarta: Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)
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bagi suami. Namun, perbedaannya terletak pada fokus: penelitian sebelumnya
lebih menekankan pada ketentuan idah untuk suami yang ditinggal mati istrinya
dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang menyoroti nilai-nilai moral dan
etis masyarakat. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan
pada ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri menurut Surat Edaran
2021, dalam konteks perceraian hidup. Penelitian ini juga akan menggunakan
metode istinbat Hukum Islam dari perspektif Al-Zari‘ah dan mengevaluasi
kesesuaian antara substansi hukum dan produk hukum yang ada.

Penelitian ini meskipun terdapat kesamaan dan titik temu antara penelitian
sebelumnya dan yang akan dilakukan, hal ini justru memperkuat motivasi untuk
mengeksplorasi lebih dalam mengenai hukum yang mengatur pria bekas suami yang
menikahi wanita lain sementara masa idah bekas istrinya belum selesai, sesuai
dengan aturan dalam SE 2021, dari sudut pandang Al-Zari‘ah. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang
hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan diharapkan

dapat memperjelas aturan mengenai situasi ini.

F. Kerangka Teori

Idah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata A (al- ‘add) mempunyai arti

hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata ’;U&;:}“ (al-iksa’) bermakna masa haid
yang dihitung oleh perempuan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu masa di

mana seorang perempuan menunggu, dan tidak diperbolehkan bagi wanita itu

menikah setelah kematian atau bercerai dengan suaminya. 18

18 Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.
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Adapun di Indonesia menyamakan istilah idah dengan masa tunggu, yaitu
waktu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya untuk menunggu
apakah suaminya akan merujuk atau tetap menceraikannya.'® Idah secara istilah ialah
waktu bagi wanita tunggu yang berpisah baik karena ditalak maupun bercerai mati
dengan suami dan pada masa itu wanita tersebut tidak boleh menikah.° Idah bekas

istri yang telah ditalak suami ialah 3 kali quru’. Nas Q.S. Al-Bagarah /2:228.

RS d,l> b AR 1 2 44 Vs 48 il e B 5 + Hiasdy
e o) 3351 &) s 1y Ealy BT 228 SN agds Al u}y )
CD-::IZ::- *:jg 5 j,,J; ’2&\3& 2;,33 ‘./@jl; JL,.JUj u jidb ,@&" I .U\ J.A
Terjemahnya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali qurii’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka

(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami

mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. "t

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) ialah ketentuan
hukum berbentuk dokumen tertulis yang berisi norrna hukum dan bersifat mengikat
secara umum atau luas serta ditetapkannnya peraturan tersebut dilakukan oleh
pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan pembentukannya
berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.?? Tata peraturan perundang-

undangan di Indonesia pada pokoknya diatur secara lengkap melalui Undang-

19 pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam (KHI).

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia (KBBI Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah, diakses pada 12 Juli 2022
pukul 12.40 WITA.

21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, ...", 36

22 pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(selanjutnya disebut UU Pembentukan Per-UU). 23

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat istilah Al-Zar7‘ah berarti "jalan menuju
sesuatu” atau “"perantara,” sering juga disebut wagilah. Istilah ini merujuk pada
metode atau cara yang mengarah pada tindakan tertentu, apakah itu tindakan yang
diharamkan atau dianjurkan.?* Dengan demikian, hukum yang berkaitan dengan
suatu perbuatan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku untuk tindakan tersebut.
Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada hal yang mubah dianggap mubah,
tindakan yang mengarah pada hal yang haram dianggap haram, dan tindakan yang
mengarah pada hal yang wajib dianggap wajib.®

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, Al-Zari‘ah memiliki dua bentuk:
pertama, sadd Al-Zari‘ah, yang merujuk pada upaya menutup jalan atau perantara
menuju tindakan yang dilarang, meskipun tindakan itu sendiri mungkin
diperbolehkan jika tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kedua, fatiz Al-
Zari‘ah, yang berarti membuka jalan atau media yang mengarah pada tindakan yang
dianjurkan atau diwajibkan, yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan manfaat
jika dilaksanakan. Fath Al-Zari‘ah mengarah pada tindakan positif, sedangkan sadd
Al-Zari‘ah mencegah penggunaan perantara untuk tindakan yang dapat menimbulkan
kerusakan. Kajian tentang Al-Zari‘ah ini guna mengevaluasi ketentuan masa idah

suami yang terdapat dalam SE 2021 dari perspektif Al-Zari ‘ah.

23 pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

24 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132

% Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma’shum, dkk. Terjemahan Kitab Ushul Figh: Prof
Muhammad Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.
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Peneliti berdasarkan paparan tersebut diatas selanjutnya menggambarkan

kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Zari ‘ah)

NS

Das Sollen

1. Undang-Undang Perkawinan menganut sistem monogami terbuka
2. Perkawinan harus dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
3. Idah ialah untuk perempuan bekas istri yang ditalak raj'i oleh bekas suaminya

NS

Das Sein

1. Kekosongan hukum yaitu apabila bekas suami menikah dengan perempuan lain ketika ia
masih bisa merujuk bekas istri maka berpotensi poligami terselubung
2. Terbit Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Permasalahan pertama Permasalahan kedua
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ditinjau Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ditinjau
dalam sistem tata perundang-undangan perspektif Hukum Islam

Ketentuan perundang-undangan Teori Al-Zari‘ah

2

Pendekatan Analisis Yuridis Normatif

N

Hasil Penelitian

NI

Solusi atas problematika kekosongan hukum dan saran terhadap
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Gambar 1. Kerangka pemikiran peneliti
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sebelum memulai penelitian, langkah pertama yang diambil oleh peneliti
adalah menentukan jenis penelitian, yang merupakan dasar utama dan
berpengaruh besar pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini
termasuk dalam kategori penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto,
penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya:
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.
Penelitian hukum sosiologis atau empiris berfokus pada identifikasi hukum yang
tidak tertulis atau menilai efektivitas hukum. Sebaliknya, penelitian hukum
normatif mencakup studi mengenai asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika
hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.?®
Jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti termasuk kategori penelitian
hukum normatif atau dapat pula disebut penelitian normatif yuridis dimana
penelitian kepustakaan diselenggarakan dengan menitikberatkan pada penelitian
bahan-bahan kepustakaan hukum?’, bahan penelitian mencakup tentang
sistematika hukum dan sinkronisasi suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan
hukum lainnya. Metode pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang
berlaku nantinya digunakan pada penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang
memfokuskan pada hukum sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini mencakup

studi tentang asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan,

% Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 51
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), 13
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putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.?® Maka dalam penelitian ini,
sesuatu yang dijadikan peneliti objek penelitian ialah SE 2021. Sifat penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif di mana penelitian ini mendeskripsikan isi ketentuan
dan juga mengkaji ketentuan tersebut khususnya mengenai masa tunggu bagi laki-
laki kemudian menganalisanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
Hukum Islam perspektif Al-Zari ‘ah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif bertujuan guna sebagai sebuah
pijakan sudut pandang serta kerangka berpikir bagi peneliti dalam membuat
analisa.?® Pendekatan penelitian hukum normatif mengacu pada peraturan-
peraturan yang berlaku. Maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan analitis (analitycal approach), yang mana metodenya ialah dengan
cara mencari makna terhadap istilah-istilah hukum yang terkandung dalam per-
UU dan juga Hukum Islam.°

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti yang masuk
kategori penelitian hukum normatif yang mengacu pada per-UU yang berlaku,
maka teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka (library
research), seluruh data penelitian dihasilkan melalui penelurusan dan peninjauan
literatur buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, ataupun suatu catatan yang dinilai

memiliki hubungan dan mendukung pemecahan masalah.3!

BMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 34.

29 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme, ..., 184

30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme, ..., 187

31 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 28.
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Sumber data merujuk pada objek atau subjek dari mana data diperoleh.

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder. Dalam konteks penelitian yuridis normatif ini, sumber data sering

disebut sebagai bahan hukum. Sumber data primer dianggap sebagai sumber yang

memiliki otoritas. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan

undang-undang, catatan resmi, atau keputusan hakim.®? Adapun sumber data

primer penelitian ini, yaitu:

Vi.

Vil.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama.

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 181
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viii. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘lddah Istri
ix. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan karya hukum yang terpublikasi, namun
bukan berbentuk dokumen-dokumen resmi, seperti buku, karya ilmiah berupa
jurnal hukum, maupun abstraksi terhadap putusan pengadilan.®® Pada penelitian
ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang
Hukum Perkawinan, idah, Figh Munakahat, dan ushul Figh tentang metode
(istinbaf) Hukum Islam Al-Zari‘ah, serta komentar atas ketentuan masa tunggu
suami terhadap ‘lddah istri tersebut.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Triangulasi data
Dalam karyanya, Norman K. Denkin menjelaskan bahwa triangulasi adalah
metode yang menggabungkan berbagai pendekatan untuk mempelajari
fenomena yang saling terkait dari perspektif atau sudut pandang yang
berbeda.?* Konsep triangulasi Denkin ini masih digunakan oleh peneliti
kualitatif di berbagai bidang hingga saat ini. la menyebutkan empat jenis
triangulasi: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian
dilakukan oleh tim), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

b. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan maksudnya ialah peneliti berupaya mencari interpretasi

melalui segala macam cara atau metode dengan mengaitkan terhadap proses

33 peter Mahmud Marzuki, Penelitian ..., 181

% Mudjia Rahadjo,  “Triangulasi ~ dalam  Penelitian  Kualitatif”,  https://www.uin-
malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html, diakses pada tanggal 15 Desember
2020 pukul 01.00 WITA


https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
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analisis yang konstan atau tentative secara konsisten.®® Peneliti akan
melakukan pengamatan secara tekun dan teliti serta berkesinambungan
mengenai faktor-faktor yang menonjol. Selanjutnya ia melakukan telaah
hingga mencapai titik tertentu di mana pada tahap pemeriksaan awal telah
ditemukan salah satu atau seluruh faktor yang kemudian dilakukan telaah
sehingga dapat dipahami.
c. Pengecekan sejawat

Pengecekan sejawat melibatkan verifikasi dan perbandingan data penelitian
melalui diskusi dengan rekan-rekan seprofesi, dengan tujuan agar mereka dapat
memberikan saran, kritik, atau umpan balik mengenai data yang telah
dikumpulkan oleh peneliti. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa tidak ada
metode atau rumus yang baku untuk melakukan diskusi tersebut. Beliau juga
menekankan pentingnya peneliti untuk memperhatikan beberapa hal guna
menjaga kelancaran diskusi dengan rekan sejawat atau seprofesi, diantaranya
yaitu:3®

1) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang berpengetahuan dan

berpengalaman dalam bidang yang akan didiskusikan.
2) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang usianya tidak terlalu muda
dan juga tidak terlalu jauh lebih tua.
3) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang bukan dari orang yang

mempunyai kewenangan, kekuasaan, atau orang yang disegani.

35 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 324
% |_exy J Moleong, Metodologi ..., 180
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6. Pengolahan dan Analisa Data

Tahap-tahap dalam pengelohan data yaitu: 3

a. Pemeriksaan data (editing), diproses melalui pemeriksaan data yang telah
peneliti susun sehingga bisa memperbaiki sistematika penulisan atau
mengurangi kesalahan dalam penyajian data penelitian ini.

b. Klasifikasi (classifying), yaitu suatu proses penyeleksian data terkumpul oleh
peneliti kedalam sub-sub bab yang selanjutnya akan diteliti oleh peneliti,
sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penulisan serta
data yang tersaji telah seirama atau selaras dengan tema penelitian ini yang
merupakan penelitian analisis hukum normatif.

c. Verifikasi (verifiying), hampir memiliki kesamaan dengan tahap kualifikasi.
Tahap verifikasi merupakan proses penyeleksiannya digunakan untuk
menyeleksi data tersebut apakah telah sesuai tema penelitian atau tidak. Data
penelitian yang telah diklasifikasi kemudian diverifikasi sehingga data yang
tersaji memang benar selaras dan juga sesuai dengan pokok bahasan dalam
penelitian ini.

d. Analisis (analyzing), setelah data terkumpul dan disusun mengikuti sistematika
penulisan, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk menyelesaikan
masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis
deskriptif yuridis, dimulai dengan mengkaji bahan hukum dan objek penelitian,
yaitu SE 2021, berdasarkan teori yang relevan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis ini dikaitkan dengan aspek

37 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Press, 2013), 29.
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Hukum Islam, yaitu dengan menilai ketentuan tersebut dari perspektif metode
istinbas Hukum Islam menurut Al-Zari ‘ah.

e. Pembuatan kesimpulan (concluding). Apabila seluruh data telah disajikan dan
pelaksanaan Analisa berdasarkan perspektif yang ditentukan telah selesai,
langkah lanjutan ialah membuat simpulan seluruh data yang telah tersaji
kedalam suatu kesimpulan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas serta

sarat makna.

H. Definisi Istilah
Peneliti perlu menentukan beberapa definisi istilah atau konsep yang perlu
didefinisikan untuk mencari titik pandang atau persepsi yang sama antara peneliti
dengan pembaca dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Idah adalah waktu tunggu yang berlaku bagi sang istri yang perkawinannya
putus.

b. Masa tunggu yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada waktu
tunggu bagi laki-laki bekas suami terhadap idah perempuan bekas istri hingga
selesai. Namun peneliti tidak memungkiri bahwa pada penelitian ini peneliti juga
menggunakan redaksi masa tunggu dalam memberikan definisi idah yang harus
dilalui perempuan, akan tetapi maksud peneliti ialah redaksi masa tunggu lebih
mengarah dan lebih banyak digunakan peneliti untuk laki-laki bekas suami.

c. Al-Zari‘ah ialah suatu metode penggalian atau perumusan (istinbas) Hukum
Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (wasilah)
yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (magasid) yang

terlarang atau ternyata dianjurkan.



BAB |1
GAMBARAN UMUM IDAH



BAB 11
GAMBARAN UMUM IDAH
A. Pengertian Idah
Idah berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu kata :J.J (al-iddah) yang

berasal dari kata verba 146 — di — i (‘adda—ya uddu—addan) memiliki arti

menghitung sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti 33&Jf (al-*adadu) yaitu ukuran
atau takaran dari sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya.?

Idah menurut Sayyid Sabiq ialah berasal dari kata i,J\ (al-‘add) yang

memiliki arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata ’;L:a;}?\ (al-iksa’) yang
berarti masa haid yang dihitung oleh perempuan. ? al-Juzairi juga memiliki pendapat

yang selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata 3.1.6‘adadu) yang
merupakan bentuk masdar sima’i dengan kata :Uz>| (al-iksa’) yang berarti

menghitung, bentuk masdar giyasnya adalah i.c (‘add).®

Idah secara istilah menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnah

adalah:*

2 o

W) 365 337 i 2 & 1 Bl g sl 1 s (1)

& 353 3
Terjemahnya: “Idah ialah suatu istilah terkait masa di mana seorang

perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak
dibolehkan perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat

Y Imam Ibn Manzur, Lisan al-Arab,
http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3, diakses pada 09 Mei 2024
pukul 15.00 WIB

2 Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.

3 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5, (Jakarta Timur:
Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

4 Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnabh, ..., 672.
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suaminya, atau pasca perpisahannya (bercerai) dengan
1 U5
suami.

Menurut al-Jauzari, istilah "idah™ umumnya digunakan untuk merujuk pada
periode haid perempuan atau hari-hari suci.® Namun, dalam istilah syar’i, idah
memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian bahasa. Secara
syar’i, idah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang tidak hanya bergantung
pada periode haid atau suci, tetapi juga dapat didasarkan pada bulan tertentu atau
tanda lain seperti melahirkan. Selama masa ini, wanita tersebut dilarang untuk
menikah dengan pria lain.’

Adapun idah secara istilah menurut Wahbah Zuhaili ialah:
05y s sy shl B Ld i i gl Wsds B s (BA)
S S B
Terjemahnya: “Idah yaitu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah setelah
terjadi pisah, si istri wajib menjalani masa tersebut dengan
tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa idahnya. ”
Istilah al-iddah bila diterapkan pada konteks perempuan, ia merujuk pada
periode hari-hari suci, haid, atau masa di mana wanita tidak diperbolehkan memakai
perhiasan. Periode ini dapat didasarkan pada hitungan bulan, fase suci, haid, atau
melahirkan.® Quraish Shihab juga berpendapat bahwa idah adalah masa tunggu yang

diwajibkan bagi seorang istri yang berpisah dari suaminya karena kematian atau

perceraian.®

> Sayyid Sabig, Khairul Amru Harahap, dkk., Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2008), 118.

¢ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5, (Jakarta Timur:
Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

" Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2009), 75.

8 Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, ..., 74-75.

® M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 291.
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Istilah idah di Indonesia disamakan dengan waktu tunggu, yaitu waktu tunggu
(tidak dapat menikah) bagi perempuan yang pisah dengan suami, baik karena dijatuhi
talak ataupun cerai mati.! Penulis berpendapat definisi inilah yang lebih mudah
untuk dipahami bahwa pada pokoknya idah merupakan waktu tunggu yang berlaku

bagi sang istri yang perkawinannya putus.*!

B. Dasar Hukum Idah
Idah diperintahkan Allah Swt. untuk dijalankan bagi umat Islam khususnya
perempuan. Dalil tentang pensyariatan idah bagi perempuan diantaranya turun

melalui Nas Q.S. Al- Talaq /65:1.

VOB Ay sl el 2200 Al <l 28l ) CANE

e 3330 alls S aeatly GG O Y) 20E Y5 28 s 33”,4
@g;i@gsi:;@zmg}g@xm,m&ww Ly
Terjemahnya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu,
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah
itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan
keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar
hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi
setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Allah Swt. juga memberikan pedoman tentang idah melalui firman-Nya

pada Q.S. Al-Bagarah /2:228 sebagaimana telah disampaikan peneliti pada latar

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia (KBBI Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah, diakses pada 12 Juli 2022
pukul 12.40 WITA.

11 pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) di Indonesia.

2 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia),
823.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah
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belakang. * Berdasarkan nas tersebut menerangkan bahwa Idah bekas istri yang
mana telah ditalak oleh suami ialah 3 kali qurz’. Rasulullah Saw. menjelaskan
mengenai idah sebagaimana hadits diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari

Nomor 5251 yang berbunyi sebagai berikut:

Jaﬁdd\Jv&uﬁccébuﬁcVUb&J}JL;i&//}cﬁ&‘“l\ff.l.;-

A

<le &L@MJ ,\.@_;&Lcuab-dhj éilaﬁ\.z.é_ifcﬁf\)\@a’
Jst Jw_mf /wsgwwgmuwxdﬁjuvh/

2] ﬁf @é wj/g‘ww pa Jog ey Lo &
@ 0%

alles O \g\aw\wcwu\yﬁgud)mwuud;
14”);\_&3\\:;

2
@

3

Terjemahnya: Telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Abdillah berkata:
Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi’: Dari Abdillah
bin Umar Ra. bahwasanya ia menceraikan istrinya dikala
sedang haid pada masa Rasulullah Saw., lalu Umar bin Khattab
bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentangnya. Maka Rasulullah
Saw. bersabda: “Perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia
merujuknya kemudian mengekangnya sampai suci, kemudian
haid kemudian suci. Jika ia bermaksud memegangi maka setelah
itu dan jika ia mau, maka ia menceraikan sebelum menyentuh.
Itulah idah yang diperintahkan Allah di mana perempuan itu
diceraikan.®®

Adapun untuk istri-istri yang sedang hamil kemudian diceraikan oleh
suaminya, masa idahnya ialah sampai ia melahirkan sebagaimana Nas Q.S. Al-Taldg

/65:4 berikut;

u&(xgv Y’«\w&zm@)\u\éwww\wwgb
(:)\”“Loja\ “-SJ"-; }u.é.u;u.s.,md\ u.é.l.;-\ J\.&Y\ J}‘j

13 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ..., 48.

14 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir,
2002), 1338.

15 Achmad Sunarto dkk., Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991), 164.
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Terjemahnya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi
(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).
Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka
adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan
baginya dalam urusannya.®

Nas diatas menerangkan bahwa apabila ditalak istri-istri yang telah tidak
mengalami haid lagi (menopause) yang disebabkan usianya telah menua, maka lama
masa idahnya ialah 3 (tiga) bulan, untuk bentuk penggantian ketentuan 3 (tiga) quru’
untuk perempuan yang masih dapat memiliki (mengalami) haid. Begitu pula apabila
istri-istri yang masih belum cukup umurnya atau yang belum baligh ditalak sehingga
belum mengalami haid, maka lama masa idahnya juga tiga bulan sama seperti idah
para perempuan-perempuan yang mengalami haid.*’

Adapun apabila ditalak istri-istri hamil, maka lama masa idahnya ialah
sampai kandungannya lahir, sehingga idah mereka selesai ketika terjadinya
kelahiran, sekalipun kelahiran anaknya tersebut terjadi sesaat setelah jatuhnya talak
atau setelah suami meninggal sebagaimana pendapat sebagian besar ahli fikih.*® Hal

tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan

dalam kitab Imam Al-Bukhari Nomor 4906 yang berbunyi sebagai berikut:

i iz & g A o i 3/‘5@/4:1;”\@9@@’” AR
;ix_iﬁ)//?i?Tn" ;L;gl.ix.)o/ }D&w‘j"w&fjw&flﬁ}v /O

ﬁ?«&g@}f’&dﬁwﬁ\dﬁé@bm} D/Lod.}djj
@&\Ju& \Gtzaggissi 4

A\

5\

16 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 824.

17 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14, (Jakarta:
Gema Insani, 2018), 654-655

18 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14 ..., 655.
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Terjemahnya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bahwasanya seorang perempuan dari Aslam bernama Subai’ah
ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu
Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah
dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak boleh
menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling
panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia
mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” [HR al-
Bukhari no. 4906].1°

Adapun istri-istri ditinggal oleh suaminya meninggal dunia maka masa
idahnya berbeda atau biasa disebut masa berkabung atau i2dad. Lama masa izdad

dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Bagarah /2:234 berikut:

Ao~ o G.08

i 156 pEeg A 5 el 05 5 o33 18 Ois o305
O 5t o3lerd G iy Sppaadly ekl 7 olad kg 2K 218 N6 £l

Terjemahnya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-
istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah)
empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai
(akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai
apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara
yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.?°

Adapun untuk istri-istri yang belum sempat dikumpuli atau suami tidak
sempat menggauli istrinya, maka hal tersebut dijelaskan sebagaimana Allah Swit.

berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab /33:49 berikut: 2

500

K00 SR U e el it K5 5 0 il Gl

O Yar iz Bhstg Shia Tyl sl 1 e

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah

atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah

19 Achmad Sunarto dkk., Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991), 168.
20 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 50-51.
2L Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 611.
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mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan
cara yang sebaik-baiknya.??
C. Pandangan (Hujjah) Ulama tentang Makna Qurii’

Qurii’ memiliki pengertian yang sama yaitu suci dan haid. Para ulama
memiliki perbedaan pendapat. Penulis dalam hal ini memberikan paparan terlebih
dahulu menurut pendapat 4 (empat) imam mazhab, yaitu:

1. Mazhab Maliki

Pendapat mazhab Maliki yang populer tentang makna guri’ ialah suci
dari haid. Bila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya pada sesaat di akhir
masa suci kemudian istrinya tersebut mendapatkan haid pasca sang suami
menjatuhkan talak tersebut, maka masa suci itu masuk hitungan sebagai satu
masa suci penuh. Jika sang istri mengalami lagi haid dan kemudian mendapati
dirinya suci, masa tersebut dihitung sebagai keadaan suci yang kedua. Ketika
sang istri mengalami haid kembali lalu mendapati dirinya suci, ini dihitung
sebagai keadaan suci yang ketiga sehingga masa idahnya telah selesai seiring
berakhirnya waktu suci ketiga tersebut ketika mulai mendapati haid yang
keempat.?®

Sebagian ulama mazhab maliki lain berpendapat bahwa makna quri’
ialah haid, sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Hambali (yang akan
dijelaskan pula oleh penulis di bawah ini). Sebagian fugaha menguatkan

pendapat pertama bahwa secara majasi quri’ berarti haid dan arti hakikinya

22 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 611.
23 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1048-1049.
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lalah suci. Apabila makna hakiki dapat diterapkan, maka makna majasi tidak
boleh digunakan.?*
2. Mazhab Hanafi
Para fugaha mazhab Hanafi tidak ada perbedaan pendapat yang
kesemuanya memaknai kata quriz” ialah haid. Alasan yang menjadikan mereka
mengartikan quru’ ialah haid ialah karena bila seorang perempuan mengalami
haid maka dapat diketahui rahimnya terbebas dari janin atau pembuahan sel
telur. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri ketika ia belum mengalami
haid, kemudian sang istri mengalami haid, maka haid tersebut terhitung sebagai
satu keadaan haid. Adapun jika sesaat sebelum dijatuhi talak sang istri
mendapati dirinya haid terlebih dahulu, maka haid tersebut tidak dihitung
sebagai satu masa haid.?
Haid yang mengakhiri masa idah ialah haid dengan keluar darah dari
rahim peranakan namun juga memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:®
a. Jika darah haid keluar dari seorang perempuan berumur 9 (sembilan) tahun
hingga umur 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana pendapat yang
utama. Jika telah melihat darah bagi seorang perempuan berumur kurang
dari 9 (sembilan) tahun, maka darah tersebut bukan darah haid, begitu pula
untuk perempuan yang berumur lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
b. Jika darah haid keluar menuju kemaluan bagian luar;
c. Warna darah haid termasuk salah satu dari 6 (enam) corak warna darah

haid, yaitu: merah, kuning, hijau, keruh, kelabu, atau hitam;

24 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1049.
25 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1053.
% Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1053-1054.
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d. Keluar selama tiga hari tiga malam. Jika darah hanya keluar selama kurang
dari tiga hari tiga malam, maka darah tersebut bukanlah dihukumi sebagai
darah haid. Masa haid menurut mazhab Hanafi memiliki batas maksimal
sekitar sepuluh hari sepuluh malam.

e. Masa haid didahului oleh waktu masa suci dengan batas minimal yaitu
selama lima belas hari. Jika seorang wanita mendapati pada kemaluannya
terdapat darah selama tiga hari lalu wanita tersebut mengalami suci selama
empat belas hari, lalu perempuan tersebut menemukan pada kemaluannya
darah lagi, dengan demikian darah tersebut meski berlangsung selama tiga
hari lebih tidak dapat dihukumi darah haid.

f. Rahim tanpa janinnya. Jika seorang perempuan hamil menemukan pada
kemaluannya darah, darah tersebut bukan dihukumi darah haid.
Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa darah yang dilihat anak
perempuan kecil atau perempuan hamil bukan dihukumi sebagai darah
haid, akan tetapi dihukumi sebagai darah istizadah (darah karena sakit).

3. Mazhab Syafi’i

Berdasarkan kesepakatan fugaha mazhab Syafi’i mengenai apa yang
dimaksud kata guriz’ mengandung arti suci. Masa idah seorang perempuan
merdeka ialah 3 (tiga) kali suci. Apabila suami mengucapkan talak kepada sang
istri dalam masa sucinya maka talak jatuh dan saat itu terhitung menjadi satu
keadaan suci penuh walaupun waktunya hanya sesaat sisanya. Masa idah
berakhir ketika perempuan telah melewati dua periode haid dengan kondisi
suci di antara periode tersebut. Misalnya, jika perempuan tersebut mengalami

haid ketiga setelah masa suci pertama saat dia dijatuhi talak, dan kemudian
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mengalami periode suci lagi sebelum mengalami haid yang kedua, maka masa

suci yang dihitung sebagai periode kedua adalah yang berada di antara dua

haid. Masa suci dianggap sah jika berlangsung selama minimal 15 (lima belas)
hari dan terletak di antara dua periode haid seperti yang telah diuraikan

sebelumnya. 2’

4. Mazhab Hambali
Berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hambali bahwa yang
dimaksud quriz’ ialah suci. Dalil mereka ialah bahwa pengertian ini telah
dinukil oleh para sahabat, seperti; Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Utsman,

Abu Musa, Ubadah, Abu Darda', dan lainnya. 28

Haid dihitung sah pada masa idah apabila darah yang keluar dari dalam
rahim, bukan yang disebabkan suatu sebab melahirkan ataupun penyakit, dan
perempuan dapat mengalami pada saat tertentu. Haid dianggap sah jika
memenuhi hal-hal berikut:

a. Warna darah haid, yaitu; merah, kuning, dan keruh.

b. Berlangsung selama minimal sehari semalam, ini merupakan batasan
minimal waktu mengalami haid. Jika darah haid telah berhenti keluar
kurang dari rentang waktu tersebut, berarti darah tersebut bukan darah
haid, tetapi termasuk darah dari penyakit. Rentang waktu haid memiliki
batas maksimal selama 15 (lima belas) hari.

c. Waktu suci terpisahkan antara dua haid, yaitu selama 13 (tiga belas) hari.

27 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1056-1058.
28 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1060.
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d. Perempuan yang mengalami minimal berumur 9 (Sembilan) tahun. Jika
umur sang perempuan kurang dari itu namun ia telah mendapati darah,
dengan demikian terhadap darah itu tidak dihukumi sebagai darah haid.

e. Bukan perempuan monopause, yaitu perempuan berumur 50 (lima puluh)
tahun. Perempuan seperti ini melalui idah dengan hitungan bulan dan
darah yang ia lihat setelah itu tidak memiliki arti. Para ulama mazhab
Hambali berpendapat bila perempuan mengandung janin kemudian
melihat adanya darah pada dirinya, maka darah tersebut dihukumi darah
penyakit sehingga tidak menghalangi sang perempuan untuk menunaikan
kewajiban ibadah shalat, puasa, atau bahkan hubungan biologis suami istri
ketika diperlukan. Adapun bila tidak diperlukan maka tidak boleh
disetubuhi. Apabila perempuan mengandung janin mendapati darah dari
kemaluannya lalu ternyata darah tersebut berhenti keluar, maka perempuan
tersebut dianjurkan untuk mandi.

Bagi perempuan yang merdeka dan mengalami haid, masa idahnya
dianggap selesai setelah melewati tiga siklus haid secara penuh, meskipun dia
hanya mengalami haid sekali. Jika talak dijatunkan saat perempuan sedang
haid, periode haid tersebut tidak dihitung sebagai satu siklus idah. Namun, jika
talak diberikan sebelum perempuan mengalami haid, bahkan jika hanya
sebentar, periode haid yang berikutnya dihitung sebagai satu masa haid dalam
masa idahnya, menurut pandangan mazhab Hanafi.?°

Penulis dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari

Nomor 5251 sebagaimana telah dinukil penulis sebelumnya, mengambil pendapat

29 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Figh Empat Madzhab Jilid 5 ..., 1060-1061.
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bahwa talak sunni tidak dapat jatuh kecuali ada waktu keadaan suci yang belum
dikumpuli, dan pada pokoknya idah adalah masa suci.*® [jma’ ulama di Indonesia

juga berpendapat bahwa yang dimaksud quriz” ialah suci.3!

D. Macam dan Rentang Waktu Idah
Penulis dengan berlandaskan nas-nas sebagaimana telah dipaparkan pada
bagian dasar hukum idah dan pendapat Wahbah Zuhaili, maka macam idah dapat
dikategorikan sebagai berikut:32
1. Idah al- agra’, rentang waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) kali qurz’ (suci),
memiliki sebab-sebab utama yaitu:

a. Perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang sah dan setelah terjalin
hubungan badan (ba’da al-dukhiil) memerlukan masa idah. Namun, jika
perceraian terjadi sebelum hubungan badan berlangsung (qabla al-dukhiil),
maka perempuan tersebut tidak diwajibkan menjalani masa idah.

b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau
dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuan antara suami
istri (ba 'da al-dukhal) seperti halnya pendapat dari Mazhab Maliki;

c. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan
ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan;

2. ldah dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama yaitu:
a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum

dewasa atau telah menopause, waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) bulan;

% lbnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 178.

31 pasal 153 angka (2) huruf (b) KHI

32 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 14,
(Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), 541-542.
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b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka

rentang waktu idahnya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. ldah wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu:

a. Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah
maupun perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid,
maka maka rentang waktu idahnya ialah sampai istri melahirkan;

b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa
kehamilan, maka idahnya ialah hingga anak yang dikandung lahir.

Hukum Indonesia telah mengatur mengenai macam dan rentang waktu
idah sebagai berikut:®
1. Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa
idah, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus
tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.
2. Masa idah bagi wanita janda ketentuannya ialah sebagaimana berikut ini:

a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum
pernah digauli, masa idahnya selama 130 (seratus tiga puluh) hari:

b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa idah untuk perempuan
yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang
sudah tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula;

c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai
itu sedang hamil, masa idahnya ialah selama mengandung sampai anak

yang dikandungnya lahir;

33 pasal 39 PP Pelaksanaan UUP dan Pasal 153 KHI
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d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda
tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut, masa idahnya
ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.

Tiada masa idah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena

dimana wanita janda itu bersama pria bekas suaminya tidak pernah bercampur.

Untuk perceraian dalam pernikahan yang sah, masa tunggu dihitung mulai dari

hari putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk pernikahan yang berakhir karena kematian suami, masa

tunggu dimulai sejak hari kematian suami.

Bagi wanita yang masih haid namun tidak mengalami haid selama masa idah

karena menyusui, masa idahnya adalah tiga kali siklus haid.

Jika wanita yang masih haid tidak mengalami haid selama masa idah karena

alasan selain menyusui, maka masa idahnya adalah satu tahun. Namun, jika

dalam periode tersebut ia mengalami haid lagi, maka masa idahnya dihitung

sebagai tiga kali periode suci.

E. Hak dan Kewajiban Perempuan yang Menjalani Idah

Wanita yang sedang menjalankan masa idah menurut fikih islam memiliki

beberapa kewajiban atau hukum yang harus dipedomani, diantaranya:

1.

Dilarang untuk melakukan lamaran

Selama masa idah, seorang perempuan tidak diperbolehkan secara
terbuka menerima atau mempertimbangkan pinangan dari pria lain, baik ia
merupakan istri yang diceraikan (talak raj’i) atau istri yang ditinggal mati

suaminya. Hal ini karena perempuan yang masih berada dalam masa idah
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(terutama talak raj’i) masih dianggap terikat secara hukum dengan suaminya,
sehingga tidak diizinkan untuk menerima pinangan dari pria lain. Hal yang
sama berlaku bagi istri yang mengalami talak ba’in atau yang suaminya telah
meninggal, mengingat adanya keterkaitan hukum yang masih berlangsung
terkait status perkawinan mereka.3*

Perempuan yang sedang menjalankan masa idah karena telah dijatuhi
talak juga tidak boleh secara sindiran melakukan atau menerima lamaran atau
pinangan laki-laki selain daripada suaminya sendiri. Namun, bagi istri di mana
suaminya meninggal dunia dapat dilamar atau dipinang dengan secara sindiran
sebagaimana Nas Q.S. al-Bagarah /2:235. %
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Terjemahnya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang
perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu
sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu
akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu
berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali
sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran).
Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum
berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui
apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya.
Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.3®

2. Dilarang untuk melakukan perkawinan
Wanita yang menjalani idah terlarang baginya melakukan perkawinan

dengan seorang pria lain selain dari suaminya, sebagaimana penjelasan Nas

34 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 557-558.
35 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 51.
3 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 51.
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Q.S. al-Bagarah /2:235 yang telah dinukil penulis diatas. Bila sang perempuan
menikah dengan laki-laki selain suaminya, maka perkawinan tersebut batal,
karena ia terlarang untuk menikah lagi disebabkan suami terdahulu masih
memiliki hak rujuk.®’

Pada hakikatnya hal tersebut dapat disamakan halnya jika perempuan
melakukan perkawinan baru ketika dia masih terikat dalam ikatan perkawinan
lama dengan suaminya terdahulu. Apabila perkawinan baru tersebut terjadi,
maka ikatan perkawinan baru tersebut harus dibatalkan, dan antara suami istri
yang terikat perkawinan kedua tersebut harus dipisahkan.

Suami sebelumnya, atau suami yang pertama, diizinkan untuk kembali
kepada istrinya yang telah ditalak dengan cara mengumpulkan atau
menikahinya kembali selama istrinya masih menjalani masa idah. Ini sesuai
dengan ketentuan dalam Surah Al-Baqgarah (2:228) dan Surah Al-Taldq (65:2),
yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian latar belakang penelitian.

Firman diatas menjelaskan bahwa apabila istri yang telah dicerai
suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami
tersebut dapat merujuk istrinya sehingga dapat kembali rukun melanjutkan
perkawinan melalui metode terbaiknya dengan syarat perceraian tersebut
bukanlah yang talak ketiga (talak ba’in kubra). Suami istri yang telah rujuk
tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.®

Adapun bila sang suami telah berketetapan hati untuk menceraikan
istrinya tersebut dan telah berpikir dengan matang dan saksama mengenai

segala konsekuensinya, maka istri tersebut dapat dicerai dengan perlakuan

37 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 558.
38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 295.



42

yang baik pula yang diharapkan sang istri dapat mengambil keputusan sendiri
secara bebas rencana masa depannya. Tidak boleh saling menyakiti hati antara
satu dengan yang lain dan dilarang pula membuka aib serta kekurangan satu
sama lain yang telah diketahui. Perceraian tersebut hendaknya disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi yang dianggap adil yakni dari kaum muslimin, supaya
terhindar dari beredar rumor fitnah ataupun rumor kecurigaan serta dapat
diketahui secara jelas mengenai kedudukan sang istri apabila sang suami
ternyata tiba-tiba wafat. Saksi-saksi tersebut hendaknya menegakkan
kesaksiannya secara benar dan tulus karena Allah. Allah memerintahkan umat
Islam untuk bertakwa dengan cara mengerjakan segala tuntunan-Nya dan
meninggalkan larangan-Nya. Allah Swt. sendiri yang akan menunjukan ia akan
jalan perbaikan dari segala macam kesukaran hidup termasuk permasalahan
rumah tangga yang sedang dialami.*®
3. Dilarang untuk keluar dari rumah

Para ahli fikih berbeda pandangan terkait kebolehan istri yang terputus
perkawinannya untuk keluar rumah atau tidak. Ulama mazhab Hanafi
berpendapat bahwa sang istri yang menjalani idah dilarang keluar rumah, baik
bagi wanita yang dijatuhi talak raj’i maupun talak ba’in. Ini disandarkan
berdasarkan ketentuan Nas Q.S. Al-Talag /65:1 sebagaimana telah dinukil
penulis. Adapun untuk perempuan di mana suaminya wafat, ia dibolehkan
untuk keluar rumah namun dilarang menginap di tempat lain kecuali pulang ke

kediamannya. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang ditinggal wafat

39 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14 ..., 295-296.
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suaminya sudah tidak memiliki hak untuk memperoleh nafkah sehingga ia
harus mencukupi kebutuhannya sendiri.*°
Pandangan yang selebihnya sama juga dari ulama mazhab Syafi’i
bahwa wanita yang sedang beridah terlarang baginya keluar dari rumah kecuali
terdapat uzur syar’i. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali
memperbolehkan istri yang sedang beridah, baik karena dicerai maupun karena
suaminya meninggal dunia, namun tidak diperbolehkan apabila ia menginap
selain di rumahnya sendiri.*!
4. Dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian
Para jumhur ulama menyepakati bahwa perempuan yang ditinggal
suaminya karena meninggal dunia maka berlaku kewajiban ikdad yaitu
dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian. Bahkan ulama mazhab
Hanafi memiliki pendapat bahwa istri yang dijatuhi talak ba’in wajib pula
menjalani hukum ikdad yaitu dilarang memakai perhiasan dan wewangian. Hal
ini ditujukan agar tampak rasa berduka atas hilangnya nikmat perkawinan.*?
Hukum Indonesia melalui Pasal 151 KHI telah mengatur mengenai
larangan istri yang menjalani masa idah bahwa “Bekas istri selama dalam idah,
wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria
lain. ”
Hukum Indonesia juga telah memberikan himbauan mengenai kewajiban
ihdad sebagaimana termuat pada Pasal 170 KHI bahwa

“(1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus

40 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 558-560.
41 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 560-561.
42 \Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 563-567.



44

menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan
masa berkabung menurut kepatutan.”

Perempuan yang menjalani masa idah, selain terdapat larangan yang wajib
ditaati, ia juga memiliki hak selama masa idah, diantaranya:
1. Nafkah
Istri yang sedang melalui masa idah karena talak mempunyai hak
memperoleh nafkah dari suaminya, sebagaimana Nas dalam Q.S. Al-Talag

165:7.43

°
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Terjemahnya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah

menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan
menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Apabila seorang istri mengalami talak raj’i dari suaminya, maka
suami diwajibkan untuk menyediakan hak nafkah bagi bekas istrinya, yang
mencakup kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian.
Namun, untuk istri yang di-talak ba’in, terdapat perbedaan pandangan di antara
para fugaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, istri yang mengalami talak ba'in,
baik sedang hamil atau tidak, tetap berhak menerima nafkah. Sementara itu,
ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa memberikan nafkah dalam kasus

talak ba’in tidak menjadi kewajiban. Ulama mazhab Maliki dan Syafi’i

menyatakan bahwa istri yang di-talak ba’in dan tidak hamil tidak berhak

4 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 824.
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menerima nafkah, sedangkan istri yang sedang hamil tetap berhak
mendapatkan nafkah.**

Keadaan berbeda apabila perempuan menjalani masa idah karena
ditinggal suaminya yang meninggal dunia, maka ia tidak memiliki hak untuk
mendapatkan nafkah. Begitu pula sebagaimana pendapat Mazhab Maliki yang
berpendapat istri yang dipisah karena perkawinan fasid tetap menjalani masa
idah, jika perempuan tersebut sedang mengandung, maka sang laki-laki
berkewajiban untuk memberi hak nafkah untuknya, namun jika sang istri itu
tidak hamil, maka atas pernikahan fasid itu tidak ada nafkah.*®

2. Tempat tinggal

Jumhur ulama bersepakat mengenai istri yang dijatuhi talak raj i oleh
suaminya, maka suami memiliki kewajiban memberi tempat tinggal untuk sang
istri selama menjalani masa idahnya, sebagaimana penjelasan pada Nas dalam
Q.S. Al-Talaq 165:1 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam Q.S.

Al-Talaq 165:6.

u{d w°/‘=-w/}5&/‘owmij§ wou § “-’“"'Q“ g‘
&;5; ’“"Le(,.Q S INIH ,.@.lﬁu.x.sm ,@.J;“ '\34}@3\

S U fied F by s 15 153813

Terjemahnya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai

mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui

4 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 562-563.
4 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 563.
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kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.*®

Namun para fugaha berbeda pendapat terhadap sang istri yang dijatuhi
talak ba’in. Pendapat dari mazhab Hanafi bahwa terhadap wanita yang dijatuhi
talak ba’in memiliki hak untuk diberikan tempat tinggal oleh suaminya, karena
pada dasarnya istri yang ditalak ba’in menjalankan memiliki kesamaan
sebagaimana wanita yang dijatuhi talak raj’i, Imam Syafi’i dan Imam Malik
juga memiliki pendapat yang sama. Namun Imam Hambali memiliki pendapat
terkait hal itu bukanlah sebuah kewajiban terkecuali sang istri hamil. Adapun
untuk istri yang ditinggal suaminya karena mati, maka penentunya adalah dia
sendiri karena ia adalah pemilik pendapat sendiri terkait perkara tempat
tinggal. Bahkan jika ia harus sewa rumah karena tidak ada tempat tinggal
sendiri maka ia sendiri yang harus menanggungnya.*’

3. Warisan

Jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, dan sebelumnya
suami tersebut telah memberikan talak raj’i kepada istrinya, serta masa idah
istri belum berakhir pada saat kematian suami, maka pihak yang masih hidup
berhak menerima harta warisan dari pasangan yang telah meninggal. Ini karena
secara prinsip, mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.*®

Situasinya berbeda jika istri mengalami talak ba’in dan kemudian
suaminya meninggal dunia; dalam hal ini, pasangan yang masih hidup tidak

berhak mewarisi harta dari pasangan yang telah meninggal. Namun, jika talak

4 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 824.
47 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 561-562.
4 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 567
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tersebut diberikan tanpa persetujuan istri, maka dia berhak menerima warisan
dari suaminya, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama.*®
Adapun Hukum Islam di Indonesia melalui Pasal 149 KHI yang dijadikan
pedoman hukum di Indonesia menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Menyerahkan mut'ah layak kepada bekas istrinya, berupa benda atau uang,
terkecuali apabila bekas istrinya tersebut belum disentuh (gabla al-dukhal);

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas
istri selama dalam idah, terkecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,

c. Melunasi mahar apabila ada yang masih terhutang seluruhnya, dan separuhnya
bila istrinya tersebut belum disentuh;

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun.

F. lbrah Pensyariatan Idah
Allah Swt. menurunkan syariat-Nya pasti memiliki tujuan yang
mengandung ibrah bagi umat-Nya, termasuk pula terkait syariat idah bagi
perempuan. Hikmah pensyariatan idah diantaranya ialah apabila istri dijatuhi talak
raj'i, dengan adanya idah maka hal tersebut sangat membuka kemungkinan atau
kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah

ditalak.5°

49 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 567.
50 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 536-537
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Adanya syariat penjalanan masa idah juga memberi kesempatan para pihak
terutama suami untuk berpikir lebih jernih dan berulang, dengan harapan telah
hilang badai kemarahan antara para pihak, telah lebih tenang jiwanya, serta telah
memikirkan dengan pertimbangan yang masak akan kelebihan serta kekurangan
apabila di masa depan melanjutkan hidup sendiri-sendiri karena telah berpisah atau
lebih baik kembali bersama mengarungi kehidupan.>!

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga dan sebuah bentuk
penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang suci. Pernikahan tidak akan
terlaksana kecuali memenuhi rukun yang salah satunya ialah adanya saksi, maka
ikatan perkawinan juga tidak bisa terpisah kecuali dengan adanya saksi dan para
pihak diperintahkan memiliki masa tunggu dalam jangka waktu yang relatif lama,
untuk benar-benar berpisah atau terputus ikatan perkawinannya, sebagaimana Nas
dalam Q.S. Al-Talaq 165:2 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam

Q.S. Al-Bagarah /2:231.5?

Y O s Ot pACaB sist A0 kel il iy
355 0l B Vi ded s 388 G5 ek e 338 s fwr
A 158505y Vﬁhu 1S3 u&J\ ru; st G V.<~L; A Eax 1355
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Terjemahnya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir
masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).
Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi
kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang
melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai
bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah
(Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah

51 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 537.
52 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 49.



49

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah juga telah menjelaskan
mengenai hikmah disyariatkannya idah bagi perempuan yaitu:>*

1. Agar memastikan dengan tepat kondisi rahim perempuan dan menghindari
campur aduknya nasab dari janin yang ada di dalamnya.

2. Memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang telah bercerai untuk
memperbaiki dan membangun kembali rumah tangga mereka jika dianggap
lebih bermanfaat.

3. Sebagai penghormatan dengan nilau yang tinggi terhadap perkawinan. Hal itu
mustahil dapat dilaksanakan kecuali dengan banyak orang terlibat dan agar
hubungan tersebut tidak hancur dalam masa yang singkat. Jika hal ini tidak
diatur demikian, maka sebuah perkawinan bukanlah sebuah ikatan suci yang
diagungkan namun bagaikan hanya sebuah permainan anak-anak yang mudah
dihancurkan.

4. Kebaikan dari pernikahan tidak dapat tercapai kecuali pasangan suami istri
telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Jika
perceraian menjadi pilihan yang tak terhindarkan, langkah awal yang harus
diambil adalah berusaha menjaga ikatan pernikahan tersebut dengan memberi
waktu agar keduanya dapat merenung dan mempertimbangkan dampak negatif

yang mungkin timbul jika perceraian terjadi.

53 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,”, 49.
5 Sayyid Sabig, Khairul Amru Harahap, dkk., Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4, ..., 119.
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TINJAUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM

BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Gambaran Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Hierarkinya

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) adalah
aturan hukum yang dituangkan dalam dokumen tertulis, memuat norma hukum
yang bersifat umum dan mengikat, serta ditetapkan oleh pejabat atau lembaga
negara yang memiliki wewenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.! Sistem
per-UU terdiri dari kumpulan peraturan yang saling terkait dan membentuk satu
kesatuan yang harmonis, tanpa bertentangan satu sama lain. Pada dasarnya,
sistem ini merupakan metode atau proses yang digunakan pemerintah atau
negara untuk mencapai ketertiban hukum.?

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU pembentukan per-UU)
telah mengatur hierarki per-UU di Indonesia. Penulis mengacu pada sistem tata
per-UU di Indonesia tersebut, hierarki per-UU pada pokoknya diatur sebagai
berikut:?

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

! pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2 Hasanuddin Hasim, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu
Sistem”, Malrev: Madani Legal Review Fakultas Syariah STAIN Parepare, Vol. 1 No. 2, (Desember
2017), https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32

3 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

o1


https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¢. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tipe peraturan perundang-undangan lainnya diatur secara rinci dalam
Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis
peraturan ini mencakup aturan yang ditetapkan oleh berbagai pejabat atau
lembaga negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta Menteri,
badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang atau perintah pemerintah. Selain itu, juga termasuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau pejabat setingkat
lainnya.

Peraturan lain tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat asalkan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selain itu,
pembuatan peraturan tambahan ini harus mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *

4 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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2. Fungsi Per-Uu
Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat 2 macam fungsi per-UuU,
yaitu:®

a. Fungsi internal, yaitu sebagai suatu sub-sistem dari hukum yaitu per-UuU
sendiri terhadap suatu sistem dari kaidah hukum. Pada bagian ini, per-Uu
menjalankan fungsinya yaitu:

1) Sebagai penciptaan hukum, melalui pembentukan per-UU sehingga
menjadi sendi utama dalam sistem hukum nasional yang mengatur
hukum negara dan bangsa;

2) Sebagai pembaruan hukum, karena per-UU ialah instrumen dalam
pembaruan hukum, disamping melalui metode yurisprudensi atau
hukum adat;

3) Sebagai alat integrasi pluralisme hukum, yaitu antara hukum eropa
kontinental (Barat), hukum islam, dan hukum adat yang dianut dalam
sistem hukum nasional;

4) Sebagai kepastian hukum, ialah per-UU lebih memberikan kepastian
hukum dibandingkan hukum adat/yurisprudensi;

b. Fungsi eksternal, yaitu adanya keterkaitan antara per-UU itu sendiri dengan
tempat berlakunya. Fungsi ini juga memiliki sebutan lain yaitu fungsi sosial
hukum. Fungsi eksternal ini meliputi:

1) Fungsi perubahan, yaitu sebagai sarana pembaruan hukum (social
engineering law) yang mendorong perubahan masyarakat dalam

berbagai aspek ekonomi, sosial, maupun budaya;

5 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Alumni, 1997), 47
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2) Fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas masyarakat;
3) Fungsi kemudahan, yaitu per-UU pada hakikatnya berisi aturan insentif
seperti penyederhanaan tata cara perizinan, keringanan pajak, dan

sebagainya;

3. Alur Penyusunan dan Bentuk Kerangka Per-UU
Aturan terkait teknik penyusunan setiap kerangka Per-UU telah termuat
secara lengkap dalam Lampiran 1l UU 12/2011. Begitu juga prosedur
pembentukan per-UU juga telah ditetapkan secara kronologis dan rinci yang
secara garis besar terbagi 5 tahap yaitu:
a. perencanaan,
b. penyusunan rancangan berdasarkan naskah akademik,
c. pembahasan
d. pengesahan/penetapan, dan
e. pengundangan.
Kemudian terkait pengundangan, berdasarkan Pasal 81 UU Pembentukan
per-UU mengatur bahwa:
“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus
diundangkan dengan menempatkannya dalam:
Lembaran Negara Republik Indonesia;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
Berita Negara Republik Indonesia;
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
Lembaran Daerah;

Tambahan Lembaran Daerah; atau
Berita Daerah.”

@"Po0 T

Peneliti juga perlu menekankan bahwa pada pokoknya pejabat atau

lembaga negara memiliki otoritas atau wewenang membentuk kemudian
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menetapkan per-UU melalui prosedur yang ditetapkan atau digariskan oleh Per-
UU. Berdasarkan Lampiran 11 UU Pembentukan per-UU dan Putusan Hak Uji
Materi Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 tanggal 24 Januari 2017
memuat sistematika bentuk luar atau kerangka (kenvorm) per-UU, pada
pokoknya sebagai berikut:
a. Judul
b. Pembukaan

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2. Jabatan Pembentuk Per-Uu

3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum
c. Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup
d. Penutup
e. Penjelasan (jika diperlukan)

f. Lampiran (jika diperlukan)
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Sistematika per-UU tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar
contoh sistematika penyusunan per-UU yang Peneliti ambil dari contoh format

penyusunan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana di bawah ini.

Format softcopy Peraturan Mahkamah Agung :

~

{0 ege N
f Garuda I'l
| Emias |
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Bem |
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FEEATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPURLIE INDONESLA
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KETUA MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
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.........................

Mengingat oL Undang-Undang........cococcnneennnees ; — Pembu kaan

2. Peraturan Pemerintah

MEMUTUSICAN:

Menclzpkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDOMNESIA TENTANG |

Gambar 3.1 Sistematika kerangka awal Peraturan Mahkamah Agung RI

® Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7
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Batang
Tubuh

Penutup

Format softcopy lnmpiran pada Peraturan Mahkamah Agung :

LAMPIRAN
FERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN L
TANGGAL

Penjelasan/
Lampiran

Gambar 3.2 Sistematika kerangka akhir Peraturan Mahkamah Agung RI
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4. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan
Per-UU tersebut dalam pembentukannya wajib dilaksanakan atas dasar
asas-asas pembentukan per-UU yang baik, diantaranya:’

a. Kejelasan tujuan, yaitu suatu per-UU yang dibentuk harus memiliki tujuan
secara jelas dan tujuan atau cita apa yang akan dicapai;

b. Pejabat pembentuk atau kelembagaan yang tepat, yaitu yang memang benar-
benar memiliki wewenang untuk itu;

c. Jenis, hierarki, dan materi muatan telah sesuai. Maksudnya ialah materi
muatan peraturan telah tepat sesuai jenis dan hierarki per-UU wajib
diperhatikan dalam membentuk setiap per-UU;

d. Dapat dilaksanakan, ialah Setiap pembentukan per-UU harus
mempertimbangkan efektivitasnya dalam penerapan di masyarakat,
mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan vyuridis. Oleh karena itu,
perubahan UU tentang Pembentukan per-UU menyebutkan bahwa bagian
konsiderans peraturan harus mencakup ketiga unsur tersebut. Unsur filosofis
menjelaskan bahwa pembentukan peraturan harus mempertimbangkan nilai-
nilai hidup, kesadaran hukum, dan cita hukum yang mencakup semangat
dan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945),
termasuk aspek historisnya. Unsur sosiologis menilai bagaimana peraturan
dapat mencerminkan berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, unsur yuridis menjelaskan bahwa peraturan harus mampu

mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

7 Pasal 5 huruf Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.



59

meninjau dan mengubah aturan yang ada untuk memastikan keadilan dan
kepastian hukum bagi masyarakat.

e. Keadilan dan Manfaat. Peraturan perundang-undangan harus disusun
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya dalam mengatur
kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus
mengikuti standar teknis, sistematika, serta penggunaan istilah dan bahasa
hukum vyang jelas dan mudah dipahami, sehingga menghindari
kemungkinan adanya berbagai interpretasi yang berbeda saat
diimplementasikan.

g. Keterbukaan. Seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan
harus dapat diakses oleh publik yang berkepentingan atau yang terdampak,
sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan memberikan masukan,
kritik, atau saran baik secara langsung maupun melalui media online dan
offline.

5. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Peneliti dengan berlandaskan Pasal 10 sampai 13 UU Pembentukan per-

UU telah mengatur mengenai materi muatan dari per-UU tersebut. Materi yang

harus diatur dalam undang-undang mencakup beberapa aspek, seperti

pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD

1945, pelaksanaan amanat dari undang-undang untuk diatur lebih lanjut,

ratifikasi perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, serta pemenuhan
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kebutuhan hukum masyarakat.® Materi muatan dari Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada dasarnya sama dengan materi yang

diatur dalam undang-undang.®

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) berisi ketentuan
yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang secara efektif. Sementara
itu, materi dalam Peraturan Presiden mencakup ketentuan yang diperintahkan
oleh undang-undang, pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah, atau ketentuan
untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Untuk Peraturan Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi muatannya berfokus

pada pelaksanaan otonomi daerah, tugas perbantuan, serta penyesuaian terhadap

kondisi khusus daerah dan/atau perincian lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.l® Materi per-UU tersebut harus merefleksikan
beberapa asas-asas hukum, yaitu:!!

a. Pengayoman, wajib memiliki fungsi untuk mengayomi, melindungi guna
tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tentram;

b. Kemanusiaan, materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia serta martabat masyarakat
Indonesia secara adil.

c. Kebangsaan, materi peraturan harus menggambarkan keberagaman dan
karakter bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

8 Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan per-Uu

% Pasal 11 UU Pembentukan per-Uu

10 pasal 12 s/d 13 UU Pembentukan per-Uu

11 pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan per-UU dan penjelasannya.
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d. Kekeluargaan, materi peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil.

e. Kenusantaraan, materi peraturan harus mempertimbangkan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa peraturan daerah menjadi
bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD
1945,

f. Bhinneka Tunggal Ika, materi peraturan harus memperhatikan keberagaman
penduduk, suku, golongan, agama, kondisi khusus daerah, serta budaya
dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

g. Keadilan, materi peraturan harus mencerminkan prinsip keadilan yang adil
bagi setiap warga negara.

h. Kesetaraan dalam Hukum dan Pemerintahan, materi peraturan harus
memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum, materi peraturan harus menjamin
ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

J. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, materi peraturan harus
menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta
kepentingan bangsa dan negara.

Materi dalam peraturan perundang-undangan, selain harus mencerminkan
asas-asas yang telah dijelaskan, juga dapat memuat asas tambahan sesuai dengan
bidang hukumnya. Misalnya, dalam hukum perdata terdapat asas seperti
kebebasan berkontrak, itikad baik, pacta sunt servanda, serta asas personalitas

keislaman. Sementara itu, dalam hukum pidana, asas yang umum diterapkan
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meliputi legalitas, non-retroaktif, restorative justice, ultimum remedium, serta

asas wilayah atau territorial, dan lain sebagainya.'?

B. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama
Nomor P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri
1. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran

Peneliti berdasarkan pengamatannya telah menemukan beberapa
pengertian secara hukum mengenai surat edaran. Surat edaran berdasarkan
pedoman umum tata naskah dinas ialah dokumen dinas yang memuat
pemberitahuan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.™®
Pengertian yang selaras juga ditemukan Peneliti dalam lingkup lembaga
Mahkamah Agung yang memberikan pengertian bahwa surat edaran ialah
bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung yang berisi panduan terkait
penyelenggaraan peradilan, dengan sifat administrasi dan berisi informasi
mengenai hal-hal penting dan mendesak.4

Pengertian lebih luas Peneliti temukan dalam lingkungan Kementerian
Dalam Negeri yang memberikan pengertian Surat Edaran ialah naskah dinas
pengaturan yang memuat isi tentang pemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Namun dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri membatasi wewenang

12 pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.

13 pPasal 10 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas

14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/I1V/2016, 10
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penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri.®

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama, surat
edaran dikategorikan sebagai dokumen arahan yang memuat kebijakan utama
atau pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan
Kementerian Agama, meliputi pengaturan, penetapan, dan penugasan. Surat
edaran ini juga harus diikuti dan dilaksanakan sesuai pedoman.

Peneliti berdasarkan pemaparan beberapa pengertian diatas, maka dapat
diambil inti maksud dari Surat Edaran ialah Naskah Dinas berupa suatu produk
kebijakan berisi pemberitahuan, bimbingan, arahan, petunjuk, atau petunjuk
dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas tertentu. Tujuan atau fungsi
dikeluarkannya surat edaran tersebut ialah dalam rangka mengatur pelaksanaan
penyelenggaraan tugas tertentu yang dianggap mendesak dan penting.

2. Muatan dan Pembuat Kebijakan Surat Edaran

Materi atau isi dari peraturan kebijakan adalah kaidah operasional yang
tidak diatur atau melebihi dari yang diatur oleh per-UU.'® Muatan surat edaran
ialah peraturan kebijaksanaan (beleidsregel)!’ atau peraturan kebijakan yang

memuat norma hukum tertulis.*®® Penyusunan surat edaran yang berfungsi

15 pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penjelasannya.

16 Philipus M. Hadjon, dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Penerbit Universitas
Trisakti, 2012), 58.

17 Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Dialektika Hukum Volume 1 No. 1 (2019), 22,
https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486

18 Ni Luh Gede Astariyani dan Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal EKksistensi
Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung”, Jurnal
Legislasi Indonesia Volume 16 No. 4 (2019), 438, https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533.
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sebagai aturan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik. Selain itu, surat edaran juga harus mengikuti
asas-asas pembuatan peraturan yang baik (beginselen van behoorlijke
regelgeving).’® meliputi:  kemanfaatan, kepastian hukum, kecermatan,
ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, tanpa penyalahgunaan
wewenang, dan orientasi terhadap pelayanan baik.?°

Muhammad Adiguna Bimasakti, Hakim di Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram, menjelaskan bahwa Surat Edaran merupakan salah satu jenis
produk peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat
diklasifikasikan sebagai keputusan dalam tata usaha negara.?! Keputusan Tata
Usaha Negara adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan atau pejabat
dalam tata usaha negara, yang mencakup tindakan hukum yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat konkret,
individual, dan final, serta menghasilkan efek hukum terhadap individu atau
entitas hukum perdata.?> Namun berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP)
mengatur kembali bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi makna
sebagai berikut:
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

19 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran ..., 147

20 pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

21 Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA di Kabupaten Klungkung

22 pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
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b. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB);

c. Bersifat final dalam arti lebih luas;

d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Surat Edaran pada umumnya dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi
kementerian/lembaga negara, dapat pula pimpinan mendelegasikan atau
menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangannya.? Istilah freies ermessen atau
diskresi terkait erat dengan peraturan kebijakan, di mana pejabat atau lembaga
tata usaha negara menyusun kebijakan dalam bentuk aturan hukum, seperti
pedoman, pengumuman, dan surat edaran, serta menyebarluaskan kebijakan
tersebut.?* Doktrin hukum administrasi negara yang dikenal dengan adanya
kewenangan diskresi yang lahir dari kebebasan pemerintahan (discretie dalam
bahasan Belanda, atau dalam bahasa Jerman disebut freies ermessen atau dalam
bahasa Prancis disebut Pouvoir discressionaire).

Adanya terminologi discretie yang berlaku merupakan akibat yang
timbul dari konsepsi negara penganut kesejahteraan (welfare state), termasuk
Indonesia. Hal ini dapat ditemukan landasan hukumnya pada Pancasila di sila

keempat dan UUD 1945 Pasal 27, 28, 31, 33, dan Pasal 34, yang pada pokoknya

23 pasal 10 ayat 2) dan (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

24 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada
University Pers, 2005), 130
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menerangkan bahwa kesejahteraan diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia.?®
Freies ermessen dalam konsepsi negara hukum memiliki unsur-unsur, yaitu:
a. Tujuannya untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik;
b. Sikap pejabat administrasi negara bertindak aktif;
c. Atas dasar inisiatif sendiri;
d. Ditujukan dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan penting
yang tiba-tiba muncul,
e. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada hukum.
Doktrin mengenai kebebasan pemerintahan ini kemudian dipositivisasi
dalam norma diskresi pada Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana
diubah dalam Pasal 175 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang redaksinya sebagaimana
berikut:
“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan.
Salah satu tujuan dikeluarkannya surat edaran adalah untuk berfungsi
sebagai alat kebijakan dalam situasi yang dianggap mendesak. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang membolehkan pejabat pemerintahan melakukan diskresi

seperti diatur dalam Pasal 24 hingga 25 UU AP. "Keadaan mendesak" merujuk

pada situasi objektif yang memerlukan penetapan atau pelaksanaan keputusan

% Monica Ayu Caesar Isabela, “Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia”,
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-
indonesia., diakses pada 17 Februari 2023 pukul 10.00 WITA

% Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal
Humani Universitas Negeri Semarang Volume 10 No. 2 (2020), 146,
http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401



https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
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dan tindakan oleh pejabat pemerintah dengan segera, karena kondisi tersebut
dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan pelaksanaan
pemerintahan.?’
3. Sistematika Kerangka Surat Edaran
entuk dan ciri Peraturan kebijakan (beleidsregel, policy rule) berbeda bila
dibandingkan per-UU. Susunan surat edaran sendiri secara umum terbagi

menjadi 3 (tiga) bagian:?®

% —1L
MHAMA JABATAN MAMA LEMBAGA
FEPUBLIK INDONESIA
Kepala
Yik >_
Surat
SURAT EDARAY
NOMOF ... TAH
TENTANG
................................................................... __//
. N
2.
5. R - Batang
=1 I:E;r.‘:ru ..... . — . R . R . R .
&. Penump —T
Ditstaplemn i v
prdatamgmel
MNAMA JABATAN
Tanda Tangan dan Cap Jabatan >_ Kakl
Surat
HARMA IFNGKAFR
:_:;hu—.u—_. |
5. dap saterusnys

Gambar 3.3 Sistematika kerangka Surat Edaran secara umum?®

27 Penjelasan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

28 |_ampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas

29 Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas 55
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a. Kepala surat: Bagian ini umumnya mencakup kop surat, sapaan seperti
"Yth." diikuti dengan nama pejabat penerima surat edaran, teks surat edaran
yang ditempatkan di bawah logo lembaga, kata "tentang" yang menjelaskan
perihal surat edaran, dan judul surat edaran.

b. Batang tubuh: Ini berisi latar belakang, tujuan dan maksud, ruang lingkup
penerapan surat edaran, peraturan atau dokumen lain yang menjadi dasar
pembuatan surat edaran, isi edaran mengenai hal-hal mendesak, serta bagian
penutup.

c. Kaki surat: Bagian ini mencakup informasi mengenai tempat dan tanggal
penetapan, jabatan pejabat yang mengeluarkan, tanda tangan pejabat yang
menandatangani, nama lengkap pejabat yang menandatangani, serta cap
dinas. Umumnya, kaki surat edaran diletakkan di sisi kanan bawah surat.

4. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan

Dalam Masa Idah Istri

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag)
adalah dokumen resmi yang berisi petunjuk dan pengumuman mengenai hal-hal
penting dan mendesak, yang ditujukan kepada kelompok atau pihak tertentu.

Adapun dalam lingkup Kemenag, bentuk-bentuk Naskah dinas meliputi:*°

a. Peraturan dan Keputusan

b. Instruksi Menteri Agama

c. Pedoman

d. Petunjuk Pelaksanaan,

e. Standar Operasional Prosedur

30 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8
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f. Surat Edaran,
g. Surat tugas

Oleh karena surat edaran ini termasuk naskah dinas arahan, maka dalam
pelaksanaan untuk menyelenggarakan tugas dan kegiatan Kemenag wajib
memedomani kebijakan pelaksanaan tersebut.>! Rudding Bandu selaku Kepala
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Palopo secara selaras
menjelaskan bahwa Surat edaran tersebut wajib dipedomani agar tercipta
kesamaan dan keselarasan arah Kkebijakan pencatatan dan pelaksanaan
pernikahan pada KUA .32

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
mengenai Pernikahan Selama Masa lIdah Istri (selanjutnya disebut SE 2021)
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta pada
29 Oktober 2021. SE 2021 ini ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian
Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pedoman tata naskah dinas di
Kementerian Agama, penetapan dan penandatanganan surat edaran adalah
kewenangan Menteri Agama, yang bisa melimpahkan tugas tersebut kepada
Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat
edaran. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 385 Peraturan Menteri Agama
Nomor 42 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama bahwa:

“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan
masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

31 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 8

32 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo
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Berdasarkan uraian Peneliti diatas, maka Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam mempunyai dasar wewenang untuk mengeluarkan SE 2021
tersebut.

Struktur dari SE 2021 juga telah mengikuti pedoman umum kerangka
surat edaran sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, serta memenuhi Kriteria yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama. Surat ini
terdiri dari tiga bagian utama: kepala surat, batang tubuh, dan kaki surat, yang

dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut:

direktur
Nomor:

wenjadi perhatian dan
lah SWT, Tuhan Yang

Gambar 3.4 Sistematika kerangka SE 2021
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Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan tugas tersebut juga
menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan
masyarakat Islam;

2. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan
agama lIslam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, keluarga
sakinah, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf, serta bina KUA.

3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Islam;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam rangka
pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat Islam; dan

5. Sebagai Pelaksana administrasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.

SE 2021 diterbitkan untuk memberikan panduan administrasi pencatatan
pernikahan bagi pria yang akan menikahi wanita baru sementara mantan istrinya
masih dalam masa idah.3® Surat edaran ini bertujuan menetapkan prosedur dan
tata cara pencatatan pernikahan yang jelas bagi kasus tersebut. Dengan
demikian, SE 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) di KUA di seluruh Indonesia, yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Permasalahannya adalah kedudukan surat edaran dalam sistem hierarki
tata per-UU di Indonesia. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan per-UU,

surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan per-undang-undangan di

33 Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo
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Indonesia. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan atau
kerangka sebagaimana telah dirumuskan dalam Lampiran Il UU Pembentukan
per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau amanat untuk
mengundangkan atau menempatkannya dalam lembaran negara atau sejenisnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Pembentukan per-UU.

Surat edaran bila ditinjau dari latar belakang tujuan dan fungsi yaitu
sebagai kebijakan pengaturan yang lahir karena adanya doktrin diskresi yang
berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana diubah dalam
Pasal 175 Perppu Cipta Kerja telah mendefinisikan Diskresi merujuk pada
kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atau
menetapkan tindakan ketika menghadapi masalah konkret dalam pelaksanaan
pemerintahan, terutama ketika per-UU tidak memberikan opsi, tidak mengatur
secara spesifik, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi dalam
administrasi. Dengan demikian, isi dari SE 2021 telah sesuai dengan ketentuan
per-UU, atau setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan pedoman tata naskah
dinas per-UU dalam lingkup kementerian agama®* sepanjang terkait muatan
penetapan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup bimbingan masyarakat Islam.

Surat edaran ditinjau dari segi proses pembentukannya juga memiliki
perbedaan dengan per-UU. Surat Edaran diterbitkan oleh pimpinan tertinggi
kementerian atau lembaga negara, atau pejabat yang diberi wewenang untuk
melakukannya. Sedangkan per-UU diundangkan oleh lembaga/kementerian yang
telah diamanatkan per-UU. Surat edaran dalam pedoman pembentukannya tidak

memiliki tahapan-tahapan khusus, sedangkan per-UU harus melalui 5 tahapan

34 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8
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sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (g) UU Pembentukan
per-UU yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Meskipun demikian, jika merujuk kembali kepada tujuan dan fungsi surat
edaran itu sendiri yaitu dalam rangka mengatur pelaksanaan penyelenggaraan
tugas tertentu, maka dapat ditarik simpulan bahwa seyogyanya Surat edaran
dikeluarkan dengan memerhatikan asas-asas mengenai bagaimana aturan
tersebut dibentuk secara baik sebagaimana per-UU dan asas mengenai
bagaimana peraturan kebijakan tersebut dibentuk secara baik, atau setidak-
tidaknya muatan dari SE tidak boleh bertentangan terhadap per-UU.

Surat edaran bisa dianggap sebagai bagian dari jenis per-UU lainnya jika
diterbitkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang
ditetapkan. Namun, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji
peraturan yang berada di bawah UU terhadap UU itu sendiri.®® telah
memutuskan bahwa surat edaran merupakan peraturan kebijakan bukanlah suatu
per-UU, sehingga yang sesungguhnya Surat edaran bukanlah tergolong
kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materil .3

Lalu, bagaimana apabila Surat edaran yang dikeluarkan tersebut tidak
memerhatikan asas pembentukan aturan yang baik atau materi muatan ternyata
bertentangan dengan per-UU yang ada? Muhammad Adiguna Bimasakti selaku
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjelaskan bahwa apabila

terjadi hal demikian, maka surat edaran termasuk SE 2021 yang tergolong

% pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

% Salinan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 yang diputuskan pada
tanggal 24 Januari 2017, 14-15
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sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan pembatalan dengan
mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, apakah memang SE 2021 memang sangat penting dan
mendesak untuk dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui surat edaran?
Perlu peneliti paparkan kembali bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan untuk
menggantikan Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama Rl Nomor DIV/Ed/17/1979 (selanjutnya disebut SE
1979) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979. SE 1979 tersebut pada
pokoknya (angka 1) mengatur bahwa:

“Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan
mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya,
maka dia harus mengajukan izin Poligami ke Pengadilan Agama.”

Berbeda dengan SE Dirjen Bimas Islam tahun 2021 yang secara prinsip
mengatur bahwa seorang pria yang telah bercerai dapat menikahi wanita baru
setelah mantan istrinya selesai menjalani masa idah, jika pria tersebut sudah
menikahi wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah, maka
pria tersebut hanya bisa merujuk kembali kepada mantan istrinya setelah
mengajukan permohonan dan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan
Agama.

Rudding Bandu berpendapat bahwa meskipun ketentuan tersebut
dikeluarkan dalam bentuk surat edaran atau bentuk lainnya, sudah menjadi
kewajiban bagi lembaga di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam untuk memedomani ketentuan penting tersebut, terutama Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana pencatatan
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pernikahan.®” Pendapat yang selaras juga diutarakan Budi Jamin selaku Kepala
KUA memberikan keterangan yang pada pokoknya SE 2021 tersebut juga telah
jelas menerangkan agar ketentuan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya
karena sangat penting dan mendesak. Meskipun sebenarnya terdapat harapan
beliau agar ketentuan tersebut sebaiknya ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau
Keputusan Menteri Agama, atau bahkan melalui perubahan Kompilasi Hukum
Islam.38

Peneliti berdasarkan aturan Pedoman mengenai Tata Naskah Dinas di
lingkungan Kemenag® berpendapat bahwa muatan ketentuan pada SE Dirjen
Bimas Islam tahun 2021 memang berisi ketentuan pelaksanaan yang penting
untuk dipedomani Pegawai Pencatat Nikah serta ketentuan tersebut berlaku
secara luas untuk masyarakat umum, dan hal ini dibenarkan ketentuan
perundang-undangan.®® Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat hal
mendesak sehingga perlu dikeluarkan ketentuan penikahan dalam masa idah istri
dalam bentuk naskah dinas Surat edaran. Alasan peneliti bahwa hal yang diatur
SE 2021 tidak mendesak ialah karena telah ada ketentuan SE 1979 yang
mengatur secara jelas larangan pria bekas suami menyelenggarakan kawin
dengan wanita lain apabila wanita bekas istrinya telah selesai menjalani masa
idah.

Menurut pendapat peneliti, jika SE 1979 terbukti tidak efektif dan

memerlukan peninjauan seperti yang dijelaskan pada bagian awal SE 2021,

37 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

3 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo
pada 20 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di Kota Palopo

39 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas pada Kementerian Agama

40 pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
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maka dapat disimpulkan bahwa lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang
harus memiliki waktu yang memadai untuk merumuskan ketentuan sesuai
dengan peraturan per-undang-undangan serta prinsip-prinsip Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti yang diatur dalam UU AP. Pejabat
yang memiliki kewenangan juga seyogyanya mengetengahkan kemungkinan
bahwa salah satu faktor Surat Edaran tahun 1979 tidak efektif ialah karena
ketentuan tersebut dimuat dalam naskah dinas surat edaran yang bukan termasuk
ketentuan per-UU, sehingga tidak terdapat pula ketentuan sanksi apabila terdapat
pelanggaran baik dilakukan oleh pelaksana yaitu PPN ataupun masyarakat
umum.

Peneliti berpendapat bahwa apabila SE 1979 tidak efektif Lembaga atau
pejabat yang berwenang atau bahkan Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan
legistalif negara seyogyanya menyusun muatan ketentuan mengenai masa
tunggu suami terhadap idah istri yang kemudian dituangkan minimal dalam
Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Agama atau bahkan UU yang mana
lebih memiliki kepastian hukum karena mengikat semua pihak sehingga
memberikan dampak dan manfaat lebih luas dan masif. Peraturan tersebut juga
bisa mencakup ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, termasuk
PPN KUA, pejabat berwenang lainnya, atau masyarakat. Hasil peninjauan ini
sebaiknya dituangkan dalam bentuk minimal Surat Keputusan atau Peraturan
Menteri Agama, yang mengatur pengertian, kerangka, kewenangan, format, dan

tata cara penulisannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. pada per-UuU
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sehingga masuk dalam hierarki ketentuan per-UU,*' atau bahkan bentuk
peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Aturan mengenai pernikahan yang dilakukan sementara mantan istri
masih dalam masa idah juga bisa diterbitkan dalam bentuk naskah dinas berupa
Instruksi. Instruksi ini adalah dokumen resmi yang berisi perintah atau arahan
terkait ketentuan pernikahan selama masa idah, atau bahkan instruksi untuk
memedomani kembali Surat Edaran tahun 1979 jika ketentuan pernikahan dalam
masa idah istri tersebut masih dalam proses penyusunan sesuai Kketentuan
perundang-undangan.

Peneliti berpendapat bahwa jika peraturan yang mengatur masa tunggu
suami terhadap idah istri ini dikeluarkan atau ditetapkan dalam lingkup per-Uu
baik secara formil dan materil, maka akan membawa dampak nyata sebagai
bukti negara turut hadir memberikan pembaruan hukum islam khususnya tentang
perkawinan islam dan sebagai upaya peningkatan perlindungan perempuan yang
berhadapan dengan hukum di mana laki-laki juga telah diberi kewajiban yang
sama ketika perempuan menjalani masa idahnya yang terlarang baginya untuk
menikah kecuali dengan bekas suaminya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip
peraturan per-undang-undangan yang mengutamakan keseimbangan, keserasian,

keselarasan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

41 Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan per-UuU
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BAB IV

PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF AL-ZARI‘AH

A. Gambaran Umum Teori Al-Zari‘ah
1. Pengertian Al-Zari‘ah

Al-Zari‘ah berasal dari bahasa arab dengan bunyi kata yang sama yaitu

dzy Jdﬂ yang secara kebahasaan memiliki arti suatu perantara menuju sesuatu.’
Al-Zari‘ah menurut al-Manzur ialah jalan yang menyampaikan seseorang
kepada sesuatu dan jalan itu sebagai perantara.?

Al-Zari‘ah secara terminologis menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah
jalan menuju sesuatu atau media atau sering diistilahkan sebagai Wasilah, dan
dapat merujuk pada perantara yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau
sesuatu yang dianjurkan.® Pandangan sedikit berbeda diutarakan Imam al-
Syaukani bahwa pengertian al-zari‘ah adalah:*

sl g ) s st gy sl S Al s 23
Terjemahnya: AI-Zari‘éh ialah sebuah permasalahan (;;érkara) yéng secara
eksplisit (jelas) diperbolehkan, namun dijadikan perantara
(wasilah) untuk pekerjaan yang terlarang (al-mahzQr).°
Ibnu Taimiyah mengartikan al-Zzar7‘ah ialah sesuatu yang menjadi jalan

kepada sesuatu yang lain.® Al-Zar7ah secara mudahnya peneliti dapat

L Al-Syatibi, al-Muwdfaqat fi Usiil al-Figh Jilid 4, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tanpa tahun), 199

2 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital
Publishing, 2020), 31.

8 Rachmat Syafe’i, IImu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103

4 Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, Irshad al-Fuk0l ila Tahqgiqgi al-Haqgi min limi al-Usdl, Juz 2 (Riyad:
Dér al-Fadilah, 2000), 1007.

5 Mujiburrohman, dan Mohsi. “Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Figh Pancasila (Telaah Pencatatan
Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)”, UlGimunéa: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian,
Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama lIslam (STAI) Miftahul Ulum
Pamekasan, Vol. 3 No. 1, (Juni 2017): 28-29, https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916.
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gambarkan bahwa untuk bisa melaksanakan suatu perbuatan utama yang
dianjurkan atau yang terlarang, seorang mukallaf (subjek yang dikenai hukum)
mesti sebelumnya melakukan suatu perbuatan awal yang mendahuluinya.
Kewajiban untuk melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului
perbuatan utama itu ada yang hukumnya oleh syara’ terdapat pengaturan secara
langsung, dan ada pula yang tidak terdapat peraturan secara langsung. Misalnya:
berwudhu merupakan perbuatan perantara bagi pelaksanaan shalat wajib,
sehingga wudhu dihukumi wajib. Contoh lainnya ialah khalwat sebagai
perbuatan perantara kepada perbuatan yang diharamkan yaitu zina, maka
khalwat dihukumi haram. Permasalahan ini oleh para ulama tidak dibahas lebih
lanjut karena telah jelas hukumnya. Maka hal tersebut melahirkan kaidah:
LplEl (SES el
Terjemahnya: Perantara (wasilah) itu (hukumnya) sebagaimana hukum yang
berlaku pada apa yang dituju (magasid).

Permasalahan yang dibahas para ahli ushul adalah perbuatan perantara
(pendahuluan) yang tidak memiliki landasan hukum. Suatu perbuatan yang
menjadi perantara itu dinamai oleh mereka dengan al-zar7‘ah.” Untuk lebih
memperjelas lagi pemahaman tentang al-zZari‘ah, peneliti memaparkan sumber
ketetapan hukum yang dalam hal ini terbagi atas dua unsur, yaitu:®

1. Magasid (tujuan/sasaran), yakni perbuatan-perbuatan yang memiliki

dampak manfaat maupun kerusakan.

& M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital
Publishing, 2020), 30.

" Hifdhotul Munawaroh. “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Figih Kontemporer”,
ljtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo,
Vol. 12 No. 1, (2018): 64, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah
yang Praktis, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2011), 99.
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2. Wasail (perantara), yakni perbuatan perantara atau jalan yang mengantarkan
kepada tujuan, hukum perbuatan perantara tersebut mengikut kepada hukum
perbuatan yang menjadi sasarannya, apakah itu haram atau halal.

Di antara kedua sumber ketetapan hukum di atas, dari segi peringkat
hukumnya, ketetapan hukum terhadap perantara lebih ringan dibandingkan
ketetapan hukum yang ada pada sasaran. Pendapat dari Imam al-Qarafi
mengutarakan pada pokoknya perbuatan perantara yang menuju kepada sasaran
yang paling baik adalah sebaik-baik jalan, perbuatan perantara yang menuju
kepada sasaran yang paling buruk adalah seburuk-buruk jalan, jalan yang menuju
kepada tujuan yang bertentangan adalah bertentangan pula.®

Dasar yang menjadikan al-zari‘ah sebagai salah satu sumber utama
hukum Islam adalah analisis terhadap dampak dari suatu tindakan. Tindakan
perantara akan mendapatkan penetapan hukum yang sama seperti hasil akhirnya,
terlepas dari apakah dampak tersebut diinginkan atau tidak.'® Maka perbuatan
perantara yang mengantarkan kepada perbuatan mubah menjadi dihukumi mubah,
perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan haram menjadi
dihukumi haram, dan perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan
wajib menjadi dihukumi wajib.!! Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat
menyimpulkan bahwa al-zari‘ah merupakan suatu metode penggalian atau
perumusan (istinbar) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu
perbuatan perantara (wasilah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan

sasaran (maqasid) yang terlarang atau ternyata dianjurkan.

® Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj, Saefullah Ma’shum. dkk, Ushul Figh: Prof Muhammad
Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.

10 Nasrun Haroen, Ushul Figih, (Jakarta: Logos, 1996), 141-142.

' Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma’shum, dkk. Terjemahan Kitab Ushul Figh: Prof
Muhammad Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.
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2. Dasar Hukum Hujah Al-Zari‘ah (Ahistoris)

Al-Zari‘ah ialah salah satu alat atau metode penggalian atau
penemuan hukum syara’ (istinbay al-kukm). Akan tetapi, al-Zari‘ah
dikategorikan sebagai dalil syara’ yang tidak disepakati semua ulama
penggunaannya. Meskipun Al-Zari‘ah ditempatkan dalam metode penetapan
hukum yang diperselisihkan penggunaannya, pemahaman lainnya ialah meski
syariat tidak menentukan secara eksplisit mengenai peraturan suatu perbuatan,
namun ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan perantara yang dapat
menggiring menuju perbuatan yang jelas-jelas terlarang, maka tindakan
perantara tersebut dianggap memiliki hukum yang sama dengan tindakan yang
sudah diatur oleh syariat.

Peneliti memiliki keterbatasan literatur yang membahas terperinci
tentang kronologis sejarah perkembangan Al-Zari‘ah sebagai suatu metode
istinbay al-Zukm. Namun peneliti berupaya memaparkan dasar hukum al-Zari’ah
berdasarkan literatur yang didapatkan peneliti secara terbatas perspektif
ahistoris. Al-Zari‘ah menurut M. Jafar sudah diterapkan semenjak masa
Rasulullah Saw. dalam beberapa kasus, tetapi ulama telah menjadikan Hadis
Rasulullah Saw. sebagai hujjah metode sadd al-zari‘ah tanpa menggunakan
istilah tersebut.'? Salah satunya Hadis Riwayat Muslim Nomor 2382:13

M Mupcebu;JM\ Gl el of 53 s & 1 A s
RSP IS owywumwm&@mﬁw
2 55 ang V) JU o3 Bs e

12 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital
Publishing, 2020), 60.
13 Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid X, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tanpa tahun), 102.
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Terjemahnya: Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu
Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Al-Dakéak telah
mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar,
dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa sallam, beliau bersabda:
"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah

dan hari akhirat selama tiga hari, kecuali disertai

mahramnya." 14

Bersunyi-sunyi dua orang antara laki-laki dengan perempuan yang
bukan mahram (ajnabiyah) termasuk perbuatan khalwat, meskipun dalam rangka
atau niat baik seperti membaca atau belajar al-Qur’an dan melakukan perjalanan
Bersama walaupun misalnya untuk mengerjakan ibadah haji atau berkunjung ke
rumah orang tua, hal ini semata-mata untuk menutup jalan (sadd al-zarz‘ah)
akan timbulnya fitnah.

Pada masa kepemimpinan sahabat yaitu Umar bin Khattab sebagai
khalifah juga menetapkan talak tiga dengan sekali ucap dinyatakan jatuh talak
tiga pula. Hal ini sebagai hukuman bagi suami serta menutup jalan (sadd al-
zari ‘ah) mencegah seseorang untuk mempermainkan hukum Allah Swt. Begitu
pula pada masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan yang memerintahkan
untuk memungut unta yang hilang atau tersebut. Padahal pada masa Rasulullah
Saw. hukum benda yang tercecer atau hilang ialah tidak boleh disentuh sehingga
dibiarkan begitu saja sampai ditemukan oleh pemiliknya.*®

Metode kerangka penetapan hukum al-zari’ah sebagaimana yang
dicontohkan pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat inilah yang diambil secara
teoritis oleh imam mazhab. Imam Malik ibn Anas dianggap orang pertama yang

merumuskan al-zari’ah (sadd al-zarz ‘ah) sebagai suati metode penemuan hukum

14 Al-Nawawi dan Khalil Ma’mun Syiha. Terjemahan Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 6, (Jakarta:
Darus Sunnah, 2012), 621

15 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital
Publishing, 2020), 68.
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yang kemudian diikuti Imam Ahmad ibn Hambal.® Ulama dari mazhab Maliki
dan Hambali menganggap bahwa sadd al-zari’ah diterima sebagai metode dalam
penetapan hukum Islam, dan mereka menggunakan ayat dalam Q.S. al-An’am

/6:108 sebagai dalil pendukung:*’

80 G SIS e 3% e d iegs 038 2 Oge a0 15 s
Tl o ot e 035w7aT 523 oF o 4. N SO
O3bans 157K (a2l feanss 485 U 7 cdkes
Terjemahnya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah
selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah,
Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka,
lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah
mereka kerjakan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memberikan penafsiran ayat diatas
bahwa Allah Swt. melarang bagi umat Islam akan permasalahan yang pada
hakikatnya adalah boleh, seperti mencela berhala kaum musyrik. Akan tetapi
bila hal tersebut justru menjadikan Allah Swt. Sang Pencipta alam dicela maka
Allah melarang perbuatan itu. Ayat ini digunakan sebagai dasar untuk prinsip
hukum yang menyatakan bahwa "sarana memiliki hukum yang sama dengan
tujuannya,” yang berarti jika sarana tersebut mengarah pada sesuatu yang
terlarang, maka sarana itu dianggap haram meskipun asalnya diperbolehkan.®

Hadis dari Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

(Nomor 5973) dan Imam Muslim (Nomor 90) juga menjadi landasan bagi pihak-

16 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital
Publishing, 2020), 71.

7 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia),
192

18 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah Bulughul Maram,
Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 403-404.



pihak yang mendukung penerimaan sadd al-zari’ah sebagai metode dalam

penetapan hukum Islam:*®
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Terjemahnya: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin AI ‘Ash radhzyallahu ‘anhuma
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.”
Ada seseorang bertanya, ‘“‘Mungkinkah ada seseorang yang
memaki orang tuanya sendiri?”’ Beliau bersabda, “Ya, ia memaki
ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki
ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.”

Ibnu Batthal menjelaskan bahwa hadis diatas dijadikan asal dari
metode penetapan hukum Islam sadd al-zar7‘ah, di mana metode tersebut dapat
digunakan terhadap suatu perkara yang menggiring kepada sesuatu yang
terlarang, maka perbuatan itu pun terlarang dan dihukumi haram walaupun sang
pelaku tersebut tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan haram. Adapun
perbuatan asal yang dicantumkan pada hadis diatas, merupakan perbuatan
haram, maka maksud atau tujuan dari hal tersebut juga dihukumi haram pula.?°

Berbeda dengan ulama mazhab Maliki dan Hambali yang
menganggap sadd al-zari’ah sebagai dasar dalam penetapan hukum, ulama dari
mazhab Hanafi dan Syafi’i hanya menerima sadd al-zari’ah untuk beberapa
kasus tertentu dan menolak penggunaannya untuk kasus lainnya. Ulama dari
mazhab Hanafi dan Syafi’i menerapkan sadd al-Zzari’ah hanya jika ada

kekhawatiran yang pasti atau dugaan kuat bahwa tindakan tersebut akan

menimbulkan kerusakan. Bukti ulama Hanafiyah maupun Syafi’iyyah

19 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah Bulughul ..., 402.
20 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah ..., 403-404.
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mengamalkan prinsip sadd al-zari‘ah dapat dilihat dari beberapa contoh

berikut:?!

1. Imam Syafi’i membolehkan orang sakit dan sedang bepergian untuk tidak
melaksanakan salat jumat dan hanya diganti dengan melaksanakan sholat
zuhur. Namun menurut pandangan imam Syafi’i, mengganti salat jumat
dengan sholat zuhur itu dilakukan agar terhindar dari tuduhan sengaja
meninggalkan salat jJumat.

2. Imam Syafi’i melarang seorang yang membunuh pewaris menjadi ahli
waris. Hal ini untuk menutup kemungkinan ahli waris membunuh orang
yang akan orang tuanya untuk segera mendapatkan bagiannya.

3. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berpuasa pada hari
syak (akhir bulan Syaban) sebaiknya melakukannya secara diam-diam,
terutama jika dia adalah seorang mufti, agar tidak menimbulkan tuduhan
bahwa dia sedang berpuasa pada hari syak tersebut.

Salah satu dari kaidah fikih yang berkembang di kalangan ulama
mazhab Hanafi dan Syafi’i yang dijadikan pula dasar penggunaan sadd al-
Zar ‘ah yaitu:

sl s I pAE Gl g3

Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusak:';m) harus didahulukan dari pada
mendatangkan kemanfaatan.

Kaidah tersebut merupakan prinsip dasar yang mencakup berbagai

masalah terkait di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga berhubungan dengan

2L Nasrun Haroen, Ushul Figih..., 168-170.
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prinsip ini, termasuk sadd al-zari’ah, karena sadd al-Zari’ah pada dasarnya
berfokus pada pencegahan kerusakan.??

Peneliti dengan berdasarkan pendapat ulama ushul fikih sebagaimana
paparan diatas, menyimpulkan bahwa penerimaan sadd al-zZari ‘ah sebagai suatu
metode dalam menetapkan hukum dapat diterima hamper seluruh ulama fikih.
Maka Peneliti selanjutnya lebih banyak membahas dan menggunakan sadd al-
zari‘ah sebagai variabel dalam menganalisis suatu masalah yang dijadikan
pembahasan peneliti dalam penelitian ini, tanpa menafikan penggunaan fat/ al-
zart‘ah termasuk dalam penelitian ini.

3. Bentuk Al-Zari‘ah
Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai bentuk al-zari‘ah
karena berkaitan dengan pembahasan sub-subbab selanjutnya terkait hujjah al-
zari‘ah. Al-Zari‘ah menurut pendapat Imam al-Qarafi dan lonu Qayyim al-
Jauziyah memiliki 2 (dua) bentuk yaitu:
a. Sadd al-zari‘ah
Sadd secara bahasa artinya menutup, menghalangi, menghambat.?

Imam Al-Syatibi memberikan pengertian sadd al-zZar7 ‘ah ialah:

2 -
-

sicais ) dslias 34 G o
Terjemahnya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung
manfaat (maslahat) menuju pada suatu kemafsadahan

(kerusakan).
Sadd al-Zari‘ah menurut Wahbah Zuhaili berarti menutup akses
terhadap tindakan yang secara prinsip diperbolehkan, tetapi digunakan

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dapat menimbulkan kerusakan.

22 A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan ..., 164.
23 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam ..., 39.
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Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi dilarang.?* Adapun Imam al-
Syaukani memberikan definisi sadd al-zari‘ah sebagaimana pengertian
umum al-Zari ‘ah yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya.

Peneliti berdasarkan definisi-defisini sadd al-zari‘ah diatas, lebih
condong dengan pengertian Imam Al-Syatibi yang lebih mudah dipahami
bahwa sadd al-zari‘ah yaitu suatu metode penggalian atau perumusan
(istinbas) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan
perantara (wasilah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran
(magasid) yang terlarang sehingga jalan perantara harus ditutup pula.
Sebagai contoh, menerima hadiah dari orang lain pada umumnya
diperbolehkan. Namun, bagi seorang hakim, menerima hadiah dari pihak
yang terlibat dalam kasus sebelum keputusan diambil adalah haram. Hal ini
karena bisa menimbulkan ketidakadilan dan bias dalam proses pengambilan
keputusan.

Imam al-Syatibi juga menjelaskan terkait sadd al-zari‘ah bahwa
terdapat kriteria suatu kegiatan itu menjadi dilarang, di antaranya yaitu;?

1) Perbuatan yang awalnya mubah ternyata mengandung mafsadat;
2) Kemafsadahan lebih kuat dibanding manfaatnya;
3) Perbuatan yang dibolehkan syariat ternyata memuat unsur
kemafsadahan lebih besar.
b. Fath al-Zari‘ah
Fath al-Zari‘ah merupakan kebalikan dari sadd al-Zari‘ah. Fathu

memiliki arti membuka. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan definisi

24 A Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figih Satu dan Dua, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166
%5 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih ..., 104
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fath al-zari‘ah adalah tindakan yang mengarah pada sesuatu yang
dianjurkan atau bahkan diwajibkan oleh syara’. Contohnya, jika salat Jumat
dianggap wajib, maka menghentikan aktivitas lain untuk melaksanakan salat
Jumat juga menjadi wajib.?® Perbuatan yang menciptakan manfaat harus
didorong dan dianjurkan, dikarenakan hal itulah tujuan yang diperintahkan
dalam Islam. Misalnya, anjuran untuk membuat pabrik industri tekstil yang
berguna membantu orang menutup auratnya, hal ini ialah perbuatan baik
yang menghasilkan kebaikan pula.?’

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak
termasuk dalam kategori al-Zzari’ah, melainkan lebih tepat dianggap sebagai
langkah awal (mugaddimah) dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, jika
suatu tindakan wajib harus dilakukan, maka semua upaya yang dilakukan
untuk melaksanakan kewajiban tersebut juga dianggap sebagai kewajiban.

pula sebagaiamana kaidah di bawah ini:?

Lol s eV oal s Y L

Terjemahnya: Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain,
maka sesuatu yang lain itu pun wajib.

Begitu pula setiap perantaraan atau jalan yang membawa kepada
perbuatan yang diharamkan, maka hal itupun terlarang atau haram,
sebagaimana kaidah berikut:?°

Terjemahnya: Segala sesuatu yang menuju terciptanya sesuatu yang haram,
maka sesuatu itu pun diharamkan.

% Nasrun Haroen, Ushul Figih..., 171

27 Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.
28 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih ..., 109

29 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih ..., 110
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Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat menyimpulkan bahwa
fath al-Zari‘ah merupakan suatu metode penggalian atau perumusan
(istinbay) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan
perantara (wasilah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran
(magasid) yang ternyata dianjurkan atau wajib. Maka terhadap jalan
perantara tersebut harus tetap dibuka.

Sebagian ulama Malikiyyah dan Hanabilah juga berpendapat
membolehkan pula sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, dengan
tujuan untuk membuka jalan terjadinya hal-hal atau perbuatan yang
bermanfaat.®® Misalnya penyerahan harta tebusan kepada musuh yang
menawan kaum muslimin. Ditinjau dari hukum asal, maka hal tersebut
merupakan haram karena dapat menguatkan musuh, dan mengancam
kedudukan kaum muslimin. Namun perbuatan tersebut menjadi jaiz/mubah
karena menjadi wasilah untuk pembebasan kaum muslimin yang ditawan
oleh musuh, sekaligus memperkokoh pasukan muslimin. Ataupun contoh
lain ialah memberikan uang kepada orang-orang yang menghalangi
perbuatan haji. Hal tersebut untuk terlaksananya ibadah haji yang sedang
mereka jalani.

4. Macam Al-Zari‘ah
Ulama ahli ushul fikih membagi pengelompokan al-zari‘ah menjadi
dua segi yaitu:

a. Al-Zari‘ah dari segi kualitas kemafsadahan

30 A, Djazuli, llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi, (Jakarta:
Kencana, 2013), him. 101., lihat, Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh..., 449.
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Imam al-Syatibi membagi segi al-zar7 ‘ah menjadi empat macam, yaitu:3

1) Tindakan yang mengarah pada kerusakan pasti dianggap sebagali
tindakan yang harus dihindari. Ini berarti jika tindakan al-zar7’ah tidak
dihindari, akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, jika
seseorang menggali lubang di tanah dekat pintu rumah orang lain pada
waktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari rumah tersebut akan
berisiko jatuh ke dalam lubang itu. Meskipun menggali lubang itu
sendiri diperbolehkan, melakukannya dalam kondisi seperti ini akan
menimbulkan kerusakan.

2) Tindakan yang cenderung mengarah pada kerusakan atau memiliki
kemungkinan besar menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika al-
zari’ah dilakukan, ada kemungkinan besar akan menimbulkan efek
negatif atau tindakan terlarang. Misalnya, menjual anggur kepada
pabrik yang memproduksi minuman keras. Meskipun menjual anggur
itu sendiri diperbolehkan dan tidak semua anggur yang dijual harus
diubah menjadi minuman keras, biasanya pabrik minuman keras
membeli anggur untuk diproses menjadi minuman keras.

3) Tindakan yang jarang mengarah pada perbuatan terlarang atau
kerusakan berarti bahwa kemungkinan besar tindakan tersebut tidak
akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, menggali lubang di
kebun pribadi yang jarang dikunjungi orang. Biasanya, tidak ada
orang yang lewat di area tersebut. Namun, tetap ada kemungkinan

seseorang yang tersesat bisa lewat dan terjatuh ke lubang tersebut.

31 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, (Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2019), 132-
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4) Tindakan yang memiliki manfaat tetapi juga berpotensi besar
menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika al-zari’ah dilakukan,
seringkali akan mengarah pada perbuatan yang merugikan. Sebagai
contoh, menjual alkohol, parang, gunting, pisau kecil, atau barang
sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari bisa
mengakibatkan risiko seperti itu..

b. Al-Zari‘ah dari segi kemafsadahan yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim,
membagi al-zar ‘ah menjadi dua yaitu:*?

1) Wasilah yang mengantarkan kepada suatu kemafsadahan, seperti
minum tuak yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah
perbuatan yang mafsadah.

2) Wastlah yang secara prinsip diperbolehkan atau bahkan dianjurkan,
tetapi bisa menjadi jalan menuju perbuatan haram, baik secara sengaja
maupun tidak, seperti seorang pria menikahi wanita yang telah
diceraikan tiga kali untuk tujuan agar wanita tersebut bisa kembali
kepada suami pertamanya (nikah muhallil).

Ibnu Qayyim membagi kategori ini menjadi dua bentuk: tindakan yang

manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, dan tindakan yang

kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. lIbnu Qayyim juga
mengelompokkan dampak hukum dari kedua jenis tindakan al-zari’ah
tersebut menjadi empat kategori., yaitu:*

1) Melakukan perbuatan yang merugikan secara sengaja, seperti minum

tuak, adalah tindakan yang dilarang oleh syariat

%2 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 ..., 132-137
33 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 ..., 132-137
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2) Tindakan yang pada dasarnya dianjurkan atau diperbolehkan, namun
bisa menjadi wagsilah yang menggiring kepada perbuatan yang telah
dianggap haram, baik secara sengaja atau tidak. Contohnya, seorang
pria menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya
dengan tujuan agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami
pertamanya (nikah al-tazlil).

3) Tindakan yang secara hukum diperbolehkan dan tidak dimaksudkan
untuk menyebabkan kerusakan, namun dapat menimbulkan kerusakan,
seperti mencela persembahan orang musyrik yang bisa menyebabkan
mereka mencela Allah Swit.

4) Aktivitas yang pada prinsipnya diperbolehkan tetapi kadang-kadang
dapat mengarah pada kerusakan. Misalnya, melihat perempuan yang
dilamar. Menurut Ibn Qayyim, jika manfaat dari tindakan tersebut lebih
besar, maka hukumnya diperbolehkan sesuai kebutuhan.

5. Relevansi Sadd Al-Zari‘ah dengan Magasid al-Syari‘ah
Magasid al-Syari‘ah menurut al-Syatibi adalah semua aktivitas yang
terkait dengan aturan syariat yang tidak dimaksudkan dirinya, namun
dimaksudkan makna lain yaitu kemaslahatan yang diyariatkan hukum untuknya.
Adapun magasid al-syari‘ah menurut ibn Qayyim ialah sesuatu yang tidak
dilihat kepada makna lahirnya saja, tetapu ada makna lain yang terkandung di
balik itu. Al-Fasi menerangkan bahwa magqasid al-syari‘ah ialah hasil dan

rahasia-rahasia hukum syariat yang dibuat pada tiap-tiap hukum-Nya.%*

34 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam ..., 247-248.
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Penulis cenderung memilih definisi dari Abdul Wahab Khallaf bahwa
magasid al-syari‘ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terpelihara
oleh Syari’ pada seluruh aspek pensyariatan untuk memastikan kemaslahatan
manusia dengan menanggung seluruh kebutuhan primer (daruriyyat), kebutuhan
sekunder (kajiyyat), dan kebutuhan tersier (taksiniyyat).>® Magasid al-Syari ‘ah
merupakan tujuan dari syariat yang datang untuk memastikan kemaslahatan bagi
makhluk ciptaan-Nya. Al-Zari‘ah diumpamakan sebagai pengikat prinsip umum
berupa perantara yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah dari
kerusakan serta juga merupakan salah satu jalan dari berbagai jalan penting bagi
magasid al-syari‘ah, sehingga dengan kata lain bahwa al-zari‘ah merupakan
penjaga yang memastikan adanya maqasid al-syari ‘ah.

Teori al-zart ‘ah diambil berdasarkan nas-nas suatu hukum tertentu yang
secara implisit menggambarkan tujuan yang lebih umum. Perintah ataupun
larangan pada nas suatu hukum tertentu tersebut merupakan sarana (al-wasilah)
untuk mencapai suatu wujud tujuan umum (maqgasid al-syari‘ah al- ‘dmmah).
Bahkan secara khusus kaidah sadd al-zari ‘ah berhubungan erat dengan magasid
al-syari‘ah sebagai pelestari maslahat. Sadd al-zZari‘ah ditujukan untuk
memastikan segala kemaslahatan yang kuat tercapai dan disisi lain juga
menghilangkan kerusakan-kerusakan kuat yang dimungkinkan ada. Maka
apabila jalan yang dibenarkan (mubah) apabila dalam suatu kondisi kemudian
ternyata menuju kepada kerusakan yang kuat yang mungkin timbul, maka jalan

tersebut harus dicegah.

35 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Figih, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 198.
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6. Rukun dan Prinsip serta Syarat Penetapan Hukum Al-Zari‘ah

Muhammad Hasyim Al-Burhani menjelaskan bahwa al-Zari‘ah
memiliki rukun atau unsur-unsur yaitu:®
a. Sesuatu sarana yang menjadi jalan atau perantara (al-wasilah);

b. Yang menyampaikan atau menjerumuskan, maksudnya ialah jalan atau
perbuatan tersebut kuat dugaan akan menyampaikan atau menjerumuskan
seseorang. (al-ifda’). Unsur ini yang menjadi penghubung antara dua unsur
lainnya yakni terdapat dugaan atau tuduhan yang masif terhadap wasilah
tersebut akan mengantarkan kepada kerusakan.

c. Perbuatan yang disampaikan kepadanya, maksud sampai kepadanya ialah
perbuatan yang terlarang. (al-mutawassil ilaih).

Rukun tersebut diatas ditentukan para ulama sebagai al-mamnu’
(halangan atau yang dihalangi). Oleh karenanya, apabila perbuatan tersebut
tidak terlarang atau diperbolehkan, maka jalan tersebut dihukumi diperbolehkan
atau tidak terlarang.

Peneliti berdasarkan unsur-unsur diatas dapat memberikan contoh
analisa dengan mengambil kasus penerimaan hadiah oleh Hakim sebagaimana
yang telah dijelaskan diatas. Pemberian hadiah hukum asalnya ialah
diperbolehkan, ini merupakan al-wasilah atau perbuatan perantara yang dapat
menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun pihak yang berperkara

memberikan hadiah kepada Hakim sebelum perkara diputuskan dengan niat atau

% M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam ..., 103-104 & Mujiburrohman,
dan Mohsi. “Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Figh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan
Perspektif Sad Al-Dzariah)”, Ulimuné: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan
Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan, Vol. 3 No. 1,
(Juni 2017): 230-31, https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916.



https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916

96

tujuan tertentu, inilah yang al-ifda’ yang memunculkan praduga yang masif
bahwa al-wasilah tersebut menjerumuskan Hakim menuju kerusakan. Kerusakan
yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau
ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atas kasus yang sedang
diperiksanya, yang tentu hal tersebut merupakan perbuatan dilarang (al-
mutawassil ilaih), karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib
berlaku imparsial dan adil.
Implementasi al-Zzari‘ah dapat dilaksanakan apabila sesuai tujuannya.
Jika metode al-zari‘ah dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menghambat
pelaksanaan tindakan yang seharusnya diperbolehkan, dianjurkan, atau bahkan
wajib. Pelaksanaan sadd al-zari‘ah secara berlebih-lebihan dapat berakibat
melarang kepada yang mubah, misalnya pelarangan umat untuk mengurus harta
anak yatim atau harta wakaf disebabkan karena ketakutan terhadap berbuat
zalim.®" Pelaksanaan fath al-zari‘ah yang berlebihan akan mengakibatkan
membuka sesuatu jalan menuju mafsadat, bahkan menghalalkan yang haram,
contohnya adalah tindakan mencuri dengan alasan untuk memberi makan kepada
fakir miskin dan anak yatim.
Berkaitan dengan al-Zari‘ah, terdapat beberapa hal-hal atau prinsip-

prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya:*
1. Sadd al-zari‘ah dipakai apabila menjadi metode yang menghindarkan

terhadap sesuatu yang memunculkan mafsadah yang telah ditentukan

berdasarkan Nas, dan begitupun sebaliknya, fath al-zZari‘ah diterapkan

apabila menjadi metode untuk menggiring kepada maslahat yang dinaskan.

37 A, Djazuli, Ilmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam ..., 449.
38 A, Djazuli, Ilmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam ..., 449
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Mafsadah dan maslahah yang dinaskan adalah gaz’i, sehingga al-zari‘ah
ialah pelayan terhadap nas.

2. Persoalan yang berkaitan dengan amanat dari hukum-hukum syariat (tugas-
tugas keagamaan) menunjukkan bahwa kerusakan akibat mengabaikan
amanat jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan pelaksanaan suatu
tindakan berdasarkan al-zar7 ‘ah.

Pelarangan terhadap perbuatan pemeliharaan harta wakaf maupun
harta-harta anak yatim karena takut zalim atas dasar al-zari‘ah dapat
menimbulkan akibat harta-harta itu menjadi terlantar. Begitu juga tindakan
penolakan menjadi saksi karena ketakutan berbuat dusta menjadikan jelas bahwa
kemaslahatan untuk manusia akan hilang. Peneliti berdasarkan perumpamaan-
perumpamaan tersebut prinsip al-Zari ‘ah tidak hanya mengkaji terhadap maksud
atau niat perorangan, akan tetapi mengkaji pula terhadap maslahat umum dan
menolak kerusakan yang bersifat umum.

Peneliti berdasarkan paparan di atas, dapat menyimpulkan yang pada
pokoknya apabila seorang mukallaf hendak menerapkan al-zari‘ah harus
mengingat dan membandingkan mafsadat atau bahaya masing-masing. Mana
yang lebih unggul itulah yang diambil.

M. Jafar Dberpendapat bahwa demi ketepatan penerapan atau
implementasi sadd al-zar7‘ah diperlukan pengukuran nilai maslahat-mafsadah.
kriteria nilai maslahat-mafsadah pada penggunaan metode sadd al-zari ‘ah dapat
digambarkan dengan rentang peringkat pada diagram dan penjelasan di bawah

ini:3°

39 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam ..., 262-267
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( Kadar Maslahat-Mafsadat
Maslahat
A
Dartriyyah
(Primer)
Hajiyyal p——— ol
(Sekunder) ; : : :
|idokistnrya| M — k= | T
fevaien) || |- = F— —=—§ .
Mafsadat
Tahsiniyyah  Hajiyyah Daruriyyah
(Tersier) (Sekunder)  (Primer)

Gambar 4.1. Rentang peringkat kadar maslahat-mafsadah.

a. Peringkat tersier (taksiniyyat)

1) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah tersier, dapat
diterapkan sadd al-Zzari‘ah atau dapat pula tidak diterapkan sadd al-
zari‘ah, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang
mencakup luas atau sempit.

2) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah sekunder, pasti
diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

3) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib
diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

b. Peringkat sekunder (%ajiyyat)

1) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat
diterapkan sadd al-Zari ‘ah.

2) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah sekunder, dapat

diterapkan sadd al-zZari‘ah atau dapat pula tidak diterapkan sadd al-
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zari‘ah, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang
mencakup luas atau sempit.

3) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib
diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

c. Peringkat primer (daruriyyat)

1) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat
diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

2) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah sekunder, tidak dapat
diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

3) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah primer, tidak dapat

diterapkan sadd al-zar7 ‘ah.

B. Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Perspektif Al-Zari‘ah
Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan kebijakan
melalui Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
Dalam Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). SE 2021 tersebut dikeluarkan
Dirjen Bimas Islam sebagai upaya tindak lanjut*® hasil pembahasan dalam forum
diskusi pada tanggal 30 September antara Dirjen Bimas Islam Kemenag dengan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
2021. Diskusi tersebut mengidentifikasi bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari

1979 mengenai Poligami dalam Idah (SE 1979) tidak efektif dalam implementasinya,

40 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo
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yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan
peninjauan. SE 1979 tersebut telah dicabut dengan SE 2021, yang pada dasarnya
mengatur bahwa seorang pria yang telah menjatuhkan zalak raj’i dan ingin menikah
lagi dengan wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah harus
memperoleh izin poligami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
Peneliti membandingkan kedua surat edaran tersebut yang ternyata pada
dasarnya memiliki kesamaan bahasan atau materi yaitu pada pokoknya membahas
mengenai kebijakan pencatatan perkawinan seorang laki-laki duda dalam masa idah
bekas istri. Maka selanjutnya peneliti meninjau poin-poin muatan ketentuan tersebut
melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan metode penemuan
hukum al-zari ‘ah.
1. Analisis Poin Pertama Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Poin pertama kebijakan SE 2021 tersebut yaitu terkait pencatatan
perkawinan, apabila ditinjau berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia telah
sesuai, karena pada dasarnya sebagaimana telah dipaparkan peneliti pada bagian
latar belakang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut UUP) menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa
perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan
kepercayaan masing-masing. Ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus
dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur
pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6, dimana wewenang pencatatan
berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.
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Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif, bukan bagian dari
syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan ditentukan
oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama bagi pasangan calon
mempelai. Pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang,
yaitu:*

1. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat
berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan,
dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif yang diselenggarakan
negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum
vital dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat
hukum yang sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan
mengikat, sehingga negara dapat melindungi serta memenuhi hak-hak yang
timbul dari perkawinan, serta memastikan pelaksanaannya berlangsung
dengan baik, efektif, dan efisien.

Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada
dasarnya tidak ada yang melarang pria bekas suami untuk menyelenggarakan
perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri sebelumnya belum
selesai menjalani idah. Pasal 3 UUP menetapkan bahwa dalam prinsipnya,
seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, sementara seorang wanita
hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Akan tetapi, ketentuan diatas juga

penjelasan umum UUP menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia

41 putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010 yang
diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012, 33-34
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menganut sistem monogami terbuka yaitu hanya apabila yang bersangkutan
berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum agama yang
bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang (dalam adat masyarakat Luwu
dikenal dengan istilah sipammarue). Perkawinan bagi seorang suami dengan
lebih dari satu istri hanya bisa diselenggarakan jika berbagai persyaratan tertentu
telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif al-
zari ‘ah merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu
perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan
pencatatan perkawinan merupakan al-wasilah atau perbuatan perantara yang
dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang
dilangsungkan antara pria dengan wanita baik berstatus perjaka/gadis maupun
duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah al-ifda’ yang
memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa maslahat.

Maslahat yang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan
perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum
dilaksanakannya perkawinan. Apabila ternyata laki-laki dan perempuan baik
berstatus duda/janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon
mempelai tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta
calon mempelai saling mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya,
apabila perkawinan dicatat maka negara dapat hadir melaksanakan pemberian
jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan

kepastian hukum (al-mutawassil ilaih).
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Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat (al-wasilah) justru
memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan (al-
ifda’) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon
mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas
perkawinan mereka karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka
sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan
perlindungan, pemenuhan pemajuan, , dan juga penegakan hak yang lahir dari
peristiwa hukum perkawinan tersebut (al-mutawassil ilaih).

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
pada pokoknya perkawinan tidak tercatat hukumnya sah namun dapat berubah
menjadi haram jika terdapat madarat. Maka berdasarkan metode sadd al-zari ‘ah
perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak negatif
tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid pada
tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA hukumnya wajib.
Dalil yang dijadikan dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan ialah

sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan:*?

igally g Jis Yy sy a8l 58 Cnz \Setig ol 5

Terjemahnya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut
perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Pencatatan perkawinan selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum
juga memiliki manfaat preventif (sadd al-zari‘ah), yaitu agar tidak timbul atau
tercipta penyimpangan terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut

ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.

42 Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, https:/tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/, diakses pada
tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.
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2. Analisis Poin Kedua Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin kedua kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa ketentuan istri harus
menjalani idah yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian
memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk
mempertimbangkan kembali dan mungkin membangun kembali hubungan
rumah tangga mereka. Ketentuan ini selaras dengan ayat dalam Q.S. Al-Bagarah
12:228 dan Q.S. Al-Talaq 165:2, sebagaimana telah dinukil peneliti sebelumnya
pada Bab Il penelitian ini. Hikmah pensyariatan idah bagi perempuan ialah
sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk
dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.*® Apabila istri yang telah dicerai
suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami
tersebut dapat merujuk istrinya sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan
dengan cara yang ma ruf selama perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak
ba’in kubra).

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri
untuk hidup bersama yang sedemikian erat (misdqon golizo). Bahkan walaupun
apabila sang istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan
talak mereka masih menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena mereka pada
esensinya masih memiliki ikatan perkawinan dan melekat pula kewajiban
masing-masing suami istri. Bekas istri yang dijatuhi talak wajib untuk menanti
bekas suaminya di masa idahnya, sedangkan bekas suaminya masih wajib pula

untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya. Maka sudah seharusnya

4 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 536-537.



105

pasangan tersebut agar memperbaiki hubungan mereka.** Apabila pasangan
suami istri telah kembali membina rumah tangga atau rujuk, maka pasangan
tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.*

3. Analisis Poin Ketiga Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin ketiga kebijakan SE 2021 membahas tentang masa tunggu yang
harus dilalui suami sebelum dapat menikah lagi. Seorang pria yang telah
bercerai hanya bisa menikah dengan wanita lain setelah mantan istrinya selesai
menjalani masa idah. Kebijakan tersebut apabila ditarik penafsiran secara
berlawanan atau contra legem, dapat diartikan bahwa pria bekas suami tidak
diperbolehkan menikah lagi kecuali masa idah mantan istrinya telah berakhir.
Maka pria bekas suami diwajibkan menunggu terhadap masa idah bekas istrinya.
Hal yang sangat berbeda dalam konsep fikih munakahat.

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa idah dengan pengertian
istilah. Maka seorang pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung
atau sesaat pasca terjadinya perceraian dengan bekas istrinya terdahulu, selama
tidak terdapat halangan secara syara’ (mani’ syara’). Contohnya termasuk
menikahi perempuan yang dilarang untuk dipoligami secara bersamaan, seperti
mengawini istri pertama bersama dengan kerabat perempuan dari pihak istri,
misalnya saudara perempuannya, bibi dari pihak ibu atau ayah, keponakan
perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-lakinya, serta saudara
perempuannya. Hal ini tetap dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah atau

akad yang syubhat. 6

4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 489-490.

4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1 ..., 295.

4 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 536.
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Contoh lainnya ialah adanya halangan syara’ bagi laki-laki menikahi
perempuan hingga urutan kelima dalam idah istri urutan keempat yang dia
ceraikan sampai selesai masa idahnya. Pria juga terlarang mengawini istri yang
telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan lelaki yang
lain.*” Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga menyarankan agar suami
yang ditinggal wafat oleh istrinya menjalani masa berkabung dengan cara yang
patut. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut
berbeda dengan konsep ikdad dalam fikih dan bersifat anjuran,*® namun hal
tersebut ialah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di
Indonesia.

Konsep serupa ditawarkan Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya,
menjelaskan bahwa perlu pembaharuan hukum terkait idah yang dapat
diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini dikeluarkan
setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana hikmah
disyariatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat Arab
Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai
pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek
kepemilikan hingga dapat dijual. Maka idah disyariatkan yang memiliki tujuan
agar:*

a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dari pihak
laki-laki;

b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai;

47 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 536.

4 Tim Penyusun, Himpunan Peranturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum
Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 54.

4 Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, ..., 125-131.
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c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan
mengurangi masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari
(masa berkabung perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama
satu tahun);

d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan
suami yang meninggal dan keluarga besar suami;

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang
memungkinan diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan
kedua orang tuanya secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender
yang saat ini dituntut dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria
dan wanita. Maka idah seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi
juga untuk pria, dengan tujuan:*

a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakir
menular terutama penyakit seksual;

b. Untuk mengagungkan Lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh,
sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka
telah retak dan pecah, maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami
istri yang telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan
tercipta kembali suasana dan hubungan kondusif.

c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat

Peneliti selanjutnya mengutip hasil penelitian Hamzanwadi tentang
konsep idah laki-laki menggunakan teori utilitarianisme (tindakan yang baik dan

bermanfaat) yang kemudian ditinjau perspektif mubadalah (kesalingan), maka

50 Muhammad Isna Wahyudi, Figh ‘lddah Klasih dan Kontemporer, ..., 142-158.
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laki-laki menjalani masa idah dengan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan
rentang waktu idah yang wajib dijalani oleh wanita tersebut, baik yang cerai
talak raj’i maupun karena ditinggal wafat.>!

Perkawinan salah satu tujuan utamanya ialah agar naluri seksual manusia
dapat tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum
perkawinan bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram.
Namun secara umum hukum perkawinan ialah mubah maka hal ini termasuk
perbuatan maslahat tersier, atau mungkin dihukumi sunnah sehingga termasuk
perbuatan yang membawa maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki
ataupun perempuan tidak melakukan hubungan suami istri ialah sekitar 4
(empat) bulan®? atau paling lama selama 6 (enam) bulan.>

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan apabila ditinjau melalui
perspektif al-Zari‘ah, merupakan sebuah perbuatan (al-wasiiah) yang
mengandung maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Namun,
jika suami menikahi wanita lain sebelum masa idah istri sebelumnya selesai, ini
merupakan al-ifda’ yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut
dapat menyebabkan kerusakan tersier atau bahkan kerusakan sekunder. Apabila
suami kawin dengan perempuan lain justru membuat sang suami tidak akan
berpikir ulang membangun kembali rumah tangga dengan istri yang telah
dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah perceraian, padahal

perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt.

1 Hamzanwadi, “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Fagihuddin Abdul Qadir”, Tesis,
(Malang: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2021)

52 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1 ..., 486. Lihat
Q.S. Al-Bagarah /2:226:

53 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Figih Islam ..., 298.
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Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah
perbuatan (al-wasilah) yang mengandung maslahat sekunder (apabila
perkawinan dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan
dengan wanita lain namun masa idah bekas istrinya belum selesai, inilah pula al-
ifda” yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan
mengantarkan kepada mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah Swt. ialah agar
suami merujuk istri pada masa idahnya.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup idah
yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali gabla al-dukhil, namun
peneliti dengan berpedoman Nas dalam Q.S. Al-Bagarah /2:228 dan Q.S. Al-
Talaq 165:2 berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa
tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan
berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila
perbuatan suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain pada saat masa
idah bekas istri belum selesai, rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang
dijatuhi talak menjadi tidak kondusif dan hal tersebut terkesan tidak
mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan kokoh (misdqon golizé) antara
keduanya.

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum
kawin dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak
berpikir ulang mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat
preventifnya ialah agar tercipta ketertiban hukum (sadd al-zari‘ah), baik
menurut Ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yaitu agar

terbangunnya rekonsiliasi sehingga keduanya tidak jadi bercerai dan terajut
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kembali hubungan pertalian yang erat dan kokoh (misdgon golizo) antara
keduanya. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula pengaturan kebijakan yang
mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan
dengan wanita lain, seyogyanya menunggu selesainya wanita bekas istrinya
menjalani masa idah.

. Analisis Poin Keempat Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin keempat kebijakan SE 2021 menyebutkan bahwa jika seorang pria
yang telah bercerai menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya dan
masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, hal ini berpotensi
menyebabkan terjadinya poligami tersembunyi atau terselubung. Ini
dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada mafsadah sekunder, bahkan
primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Menurut Pasal 3 ayat (2)
dan Pasal 4 UUP serta Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UUP dan Pasal 56 KHI, seorang pria hanya dapat menikahi lebih dari satu istri
jika telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Pria tersebut bila menikahi wanita lain selama masa idah dan kemudian
merujuk mantan istrinya, maka ia telah melakukan poligami tersembunyi karena
ia memiliki lebih dari satu istri tanpa izin dari Pengadilan Agama. Hal ini
merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka jalan ini wajib ditutup (sadd al-
zari ‘ah).

. Analisis Poin Kelima Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin kelima kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa jika seorang pria

telah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya, ia hanya

dapat merujuk mantan istrinya setelah memperoleh izin poligami dari
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Pengadilan. Perbuatan suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan
maslahat sekunder. Perbuatan suami tersebut merupakan al-wasilah atau
perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain.
Jika suami sudah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya
dan kemudian ingin merujuk mantan istrinya, ia diwajibkan untuk mendapatkan
izin poligami dari Pengadilan, menurut peneliti hal ini merupakan al-ifda’ yang
memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada
hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah Swt. ialah agar suami merujuk istri
pada masa idahnya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami yaitu untuk
berpoligami yang merupakan maslahat tersier. Maka dalam hal ini tidak dapat
diterapkan metode sadd al-zari ‘ah.

Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, berpendapat bahwa secara umum
muatan isi kebijakan pada SE 2021 telah sesuai dengan metode sadd al-zari‘ah.
Muatan SE 2021 tersebut juga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.>
Namun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-
zari ‘ah karena prinsip sadd al-Zar7 ‘ah ialah sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

sl s I pAE Gl g
Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada
mendatangkan kemaslahatan.
C.Kritik  Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam  Nomor
P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Peneliti melakukan perbandingan antara SE 1979 dan SE 2021. SE 1979

menetapkan bahwa seorang pria yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i

5 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Kota Palopo dan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara
Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA dan pukul 09.00 WITA di Kota Palopo
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dan ingin menikah lagi dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya masih
berlaku, harus memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Muatan berbeda
ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang pria bekas suami yang bercerai
dengan wanita bekas istrinya sehingga sang wanita bekas istri diwajibkan menjalani
masa idah, maka sang pria bekas suami tersebut hanya dapat menyelenggarakan
perkawinan dengan wanita selain bekas istrinya apabila sang wanita bekas istri telah
selesai menjalani masa idah. Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE

2021 dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

Akibat cerai umum kecuali
gabla al-dukhil

Lingkup idah Akibat talak raj’i

Memiliki kesamaan kebijakan bahwa bekas suami wajib
Masa tunggu suami menunggu idah bekas istri selesai bila ingin menikah
dengan wanita selain bekas istrinya

Diperlukan bila bekas Diperlukan bila bekas

suami akan menikah suami akan merujuk bekas
Izin poligami dengan wanita lain istri yang mana bekas

sebelum masa idah bekas  suami telah menikah

istri habis dengan wanita lain

Gambar 4.2. Perbandingan kebijakan SE 1979 dengan SE 2021.

Sadd al-zari‘ah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau
mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang
lebih besar. Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut, justru membuka pintu atau
peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal
tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi

bahwa disamping sang suami sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia masih



113

terikat perkawinan dengan istri yang telah dijatuhi talak yang masa idahnya belum
selesai. SE 1979 mengatur bahwa jika seorang pria yang telah menceraikan istrinya
ingin menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia
harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk
mencegah adanya penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami
secara legal atau sah, meskipun andai sang pria tidak jadi rujuk dengan wanita bekas
istrinya.

Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut justru berlawanan dengan kebijakan
poin ketiga SE 2021 itu sendiri, sehingga tidak menciptakan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan hukum sebagaimana paparan peneliti pada Bab Il
Tinjauan SE terhadap ketentuan per-UU. Oleh karenanya, terjadi disharmonisasi
hukum yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan
pelaksanaannya, yang kemudian dapat timbul pula ketidakpastian hukum, yang pada
akhirnya dapat bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum).

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung maslahat tersier,
sedangkan lembaga rujuk merupakan perbuatan yang mengandung maslahat
sekunder bahkan dapat menjadi primer. Maka lembaga rujuk yang seharusnya
didahulukan dalam kebijakan ini, bukan poligami terselubung. llustrasinya
berdasarkan kebijakan tersebut adalah jika seorang suami menceraikan istrinya
dengan talak raj’i, ia diwajibkan menunggu hingga masa idah istrinya selesai.
Tujuan dari masa tunggu ini adalah agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi
membina rumah tangga yang erat kembali.

Suami apabila tidak berhasil memperbaiki hubungan dan ingin menikah lagi

dengan wanita lain sementara masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia harus
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mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan
kebijakan dalam SE 1979 yang telah dicabut, yang menyatakan bahwa seorang suami
yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan ingin menikahi wanita lain
sebelum masa idah mantan istrinya selesai harus mendapatkan izin poligami dari
Pengadilan Agama.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup
idah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali gabla al-dukhzl, namun hal
tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama
pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya
rekonsiliasi dalam rumah tangga. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula
pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak
menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, seyogyanya menunggu
selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa idah, dan hal ini telah sesuai dengan
metode sadd al-zari ‘ah.

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami dapat dikategorikan
sebagai al-wasilah yang mengandung maslahat tersier. Jika suami yang telah
merujuk istrinya ingin menikah lagi dengan wanita lain tanpa mencatat perkawinan
tersebut, ini merupakan al-ifda’ yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan
tersebut berpotensi menyebabkan mafsadah sekunder atau bahkan primer. Sebabnya
lalah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara otomatis
mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (al-wasilah) yang justru
memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (al-ifda’) kepada
mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak

adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka
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karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat
menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan
penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (al-mutawassil
ilaih).

Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting agar
negara dapat memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepastian hukum
bagi pihak-pihak yang terlibat. Peneliti berpendapat dan juga menyarankan meskipun
poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yaitu pada tahun
2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di Indonesia®® atau sekitar
0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri ini
diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan faktor poligami
tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga perlu
peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan kebijakan
ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghidari dari gejala yang justru semakin besar
yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus perceraian
karena faktor poligami, atau terjadi kebingungan masyarakat akibat adanya

ketidakpastian hukum.

55 Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 279-281



BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, maka dari hasil penelitian ini
dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut
1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.I111/HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (SE 2021) bila ditinjau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan (per-UuUO0 bukanlah termasuk dalam
hierarki per-UU. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan
atau kerangka per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau
amanat untuk mengundangkan atau menempatkannya dalam lembaran negara
atau sejenisnya, sebagaimana per-UU. Ketentuan yang tercantum dalam SE
2021 sesuai dengan per-UU yang berlaku, atau setidaknya sesuai dengan
pedoman tata naskah dinas di lingkungan kementerian agama. Hal ini relevan
dalam konteks kebijakan bimbingan masyarakat Islam dan merupakan
kewajiban bagi Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk
mengikuti pedoman tersebut. Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat
hal mendesak sehingga perlu dikeluarkan SE 2021 karena telah ada ketentuan
SE 1979 yang mengatur hal yang sama sehingga tidak ada kondisi yang
mendesak.
2. Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam
berdasarkan metode sadd al-zari‘ah, termasuk mengenai kebijakan yang

mengatur bahwa laki-laki bekas suami hanya dapat menyelenggarakan
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perkawinan dengan perempuan lain apabila masa idah perempuan bekas
istrinya telah selesai atau habis, karena hal ini mendorong bekas suami berpikir
ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi sehingga harapannya ialah bekas suami
dapat rujuk dengan bekas istrinya sesuai anjuran Allah Swt. Apabila suami
kawin dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada mafsadat yaitu
terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah
Swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Adapun pada poin kelima kebijakan
tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-zari ‘ah, justru membuka pintu
atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi
dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum.
B. Saran
Peneliti setelah melakukan penelitian ini menyadari bahwa penelitian ini
meskipun memberikan hasil namun tidak terlepas dari kekurangan. Maka peneliti
dapat memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:
1. Untuk Pemerintah
a. Agar Kementerian Agama segera merevisi SE 2021 dengan membuat
aturan yang mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri yang dimuat
dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga lebih kuat dan
mengikat semua pihak.
b. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan mengikuti
ketentuan perundang-undangan, baik dari segi prosedur maupun substansi.
Dengan cara ini, peraturan yang dibuat dapat memenuhi tujuan hukum dan
tidak mengalami keterlambatan dalam menanggapi perkembangan yang

perlu diatur, sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa
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hukum sering kali tertinggal dari peristiwa yang harus diatur (het recht
hink achter de feiten aan).

c. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan
masyarakat terhadap ketentuan baru tersebut bila telah diterbitkan.

2. Untuk Akademisi

a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam,
termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri.

b. Agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi karya ilmiah lanjutan
dengan pembahasan lebih mendalam dan komprehensif serta lebih
bermanfaat bagi banyak pihak.

3. Untuk Lembaga Kemasyarakatan / Umum

a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam,
termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri dan yang
sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia.

b. Agar dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah
sebagai pembuat peraturan, guna memastikan pembaruan hukum Islam

yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman dan Mukhlis B. Mukti. Terjemahan Syarah
Bulughul Maram. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhari. Beirut:
Dar Ibnu Katsir, 2002.

, Achmad Sunarto, Yosephine Hartati, dan Soraya SH. Tarjamah Shahih
Bukhari. Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991.

Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad dan Toyib Arifin, Terjemahan Kitab Hikmatu al-Tasyri *
wa Falsafatuhu. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.

Al-Juzairi, Abdurrahman, Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari. Terjemahan
Figh Empat Madzhab. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Nawawi. Syarah Shahih Muslim Jilid X. Beirut: Daar al-Ma’rifah, tanpa tahun.

, dan Khalil Ma’mun Syiha. Terjemahan Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid
6. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali Irshad. Al-Fukdl ila Tahqgigi al-Haqgi min limi al-
Usul, Juz 2. Riyad: Dér al-Fadilah, 2000.

Al-Syétibi. Al-Muwdfaqat fi Usil al-Figh Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tanpa tahun.

Al-Zuhaili, Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani. Terjemahan Tafsir al-Munir. Jakarta:
Gema Insani, 2018.

dan Abdul Hayyie al-Kattani. Terjemahan Figih Islam Wa Adillatuhu.
Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif.
Yogyakarta: Ull Press, 2011.

A. Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2011.

Basri, Rusdaya. Ushul Fikih 1. Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2019.

Dahlan, Abd Rahman. Ushul Figh. Jakarta: Amzah, 2011.



Djalil, A. Basiq. IImu Ushul Figih Satu dan Dua. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta, Penerbit
Gadjah Mada University Pers, 2005.

, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, dan | Gusti Ngurah
Wairocona. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Penerbit
Universitas Trisakti, 2012.

Haroen, Nasrun. Ushul Figih. Jakarta: Logos, 1996.

Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Terjemahan Kitab Bidayatul
Mujtahid. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya.
Jakarta: Ummul Qura, 2020.

Khallaf, Abdul Wahab. Ushul Figih. Damaskus: Dar al-Qalam 1989.

Manan, Bagir. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Alumni,
1997.

Mansyur, Abdul Qadir dan Muhammad Zaenal Arifin. Terjemahan Figh al-Mar’ah al-
Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Figih Wanita: Segala
Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam. cet.
1. Jakarta: Zaman, 2012.

Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bina Aksara, 1996.
Marzuki, Peter Mahmud/ Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006.

M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam. Bandung:
Bitread Digital Publishing, 2020.

Sabiq, Sayyid. Fighu al-Sunnah. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

, Khairul Amru Harahap, dan Masrukhin. Terjemahan Fikih Sunnah. Cet.
1.Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.



Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.
Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sukanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 1986.

dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafe’i, Rachmat. IImu Ushul Figih. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi
Penyempurnaan 2019. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Tim Penyusun, Himpunan Peranturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2011.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Illmiah Fakultas Syariah. Malang: UIN
Press, 2013.

Wahyudi, Muhammad Isna. Figh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Bairut: Dar al-Fikr Al-‘Araby,
1957.

, Saefullah Ma'shum, Slamet Bashir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad,
Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, dan Fuad Falahuddin. Terjemahan Kitab
Ushul Figh: Prof Muhammad Abu Zahrah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penjelasannya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/ KMA/SK/1V/2016 tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 yang diputuskan
pada tanggal 24 Januari 2017

Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI111/2010 yang diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:
DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam
Idah



Surat  Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian ~ Agama  Nomor
P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Jurnal Penelitian

Al-Amin, M. Nur Kholis. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat
Hukum Islam”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, (2016),
https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336

Astariyani, Ni Luh Gede dan Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal
Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir
Putusan Mahkamah Agung”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 No. 4
(2019), 438, https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Peraturan Kebijakan Sebagai Objek Sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang No. 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, Disampaikan pada Konferensi
Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara
Tahun 2022 pada tanggal 19-17 Mei 2022 di Denpasar Bali, 7

Ichsan, Nursyamsi, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif.
“Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di
Pengadilan Negeri Palopo)”, Maddika: Journal of Islamic Family Law IAIN
Palopo, Vol. 02 No. 01, (2020): 18.
https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800.

Hamzanwadi, “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Fagihuddin Abdul
Qadir”, Tesis, (Malang: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Hanafi, Syawaluddin, Anita Marwing, dan Arini Pratiwi. “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Kawing Soro’ Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone”, Al-
Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah IAIN Gorontalo, Vol. 15
No. 2, (2019): 204, https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307.

Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum

Indonesia”, Jurnal Humani Universitas Negeri Semarang Volume 10 No. 2
(2020), 146, http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401

Hasim, Hasanuddin. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik
Indonesia sebagai Suatu Sistem”, Malrev: Madani Legal Review Fakultas
Syariah STAIN Parepare, Vol. 1 No. 2, (Desember 2017),
https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32



https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336
https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307
https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32

Hidayati, Nuzulia Febri. “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘lddah dan lhdad
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Tesis, (Yogyakarta: Prodi Magister
Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2018)

Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan”, Jurnal Dialektika Hukum Volume 1 No. 1 (2019), 22,
https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486

Jamil, Ach. Rosidi. “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maslahah terhadap
Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)”, Tesis, (Yogyakarta: Prodi Magister
Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2017)

Mujiburrohman, dan Mohsi. “Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Figh Pancasila (Telaah
Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)”, Ulimuna: Jurnal Studi
Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan, Vol. 3 No.
1, (Juni 2017):_28-29, https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916.

Munawaroh, Hifdhotul. “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Figih
Kontemporer”, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Vol. 12 No. 1, (2018):_64,
https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

Rasyid, Chatib. “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak
Hasil Zina Kajian Yuridis terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VI11/20107,
Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid
2). Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia (2012): 191.

Website

Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/,
diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Imam Ibn Manzur, Lisan al-Arab,
http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3,
diakses pada 09 Mei 2024 pukul 15.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia (KBBI Online),


https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/
http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah, diakses pada 12 Juli 2022 pukul
12.40 WITA.

Monica Ayu Caesar Isabela, “Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia”,
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--
model-dan-penerapannya-di-indonesia., diakses pada 17 Februari 2023
pukul 10.00 WITA

Mudjia Rahadjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, https://www.uin-
malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.ntml, diakses
pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 01.00 WITA



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah
Poligami Dalam Idah

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA

Jakarta, 10 Februari 1979
Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding
di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. DIV/Ed/17/1979

Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah
Assalamualaikum.w.w.

Menunjuk Keputusan Rapat Dinas Dircktorat Pembinaan Badan Peradilan AGama tanggal 24
sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok
surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi scorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj’i dan mau
menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia
harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami
iseteri yang bercerai dengan talak raj’i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama
belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan
wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah
beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadapa kasus tersebut dapat
diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan
dalam bentuk penetapan pengadilan agama,

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya
an. DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN
AGAMA ISLAM

HM. IFHANTO SA. SH
NIP 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Arsip



Lampiran 2: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa lIdah
Istri

Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
TENTANG

PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021
bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang
Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu
dilakukan peninjauan;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan
angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan
nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan
perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan
prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan
menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C.Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan
pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan;
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P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa lIdah
Istri

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus
duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang
bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai
dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;

2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan
bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk
membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan
perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa
idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya,
maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa
idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah
mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup
1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur
Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama Islam  Nomor:

DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami
Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, scnantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAY MASYARAKAT ISLAM /=

7 :

. o ”
‘«TKAMARUD IN AMIN L

Tembusan:
1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.



Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
@ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

PASCASARJANA
JU Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawosi Selatan Pos 91014
S Ema: o368 1000 00 30000000 95 & Wl D2Ca3an9na iengalopo oc «f
Nomor : B-00398/In.19/DP/PP.00.9/02/2023 Palopo, 20 Februan 2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal . Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama Palopo

Di
Kota Palopo

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb
Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai bernikut:

Nama . Mohammad Shofi Hidayat

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 25 Oktober 1993

NIM : 2005030033

Semester . V(Lima)

Tahun Akademik : 202272023

Alamat : JL Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang
Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister
dengan judul “Masa Tunggu Suami terhadap Idah Istri (Tinjauan

Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor:P.005/DJ.11I/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa
Idah Perspektif Al-Zari'ah)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan
melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian
tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerfasamanya dihaturkan
terima kasih.

Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wh.

-/ Nawas)\Lc., M.A.
200312 1 002



Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
Jalan K.H. Muh. Hasym Nomor 2, Kota Palopo
Tolepon (047 1) 21035, Faksind (0471) 21035
Emad | kotapalopo@kemenag go id

Palopo, 21 Febnsar 2023
Nomor (B 490 K21 141KP.01022023
Lampiran e
Penhal : lon Peneltan
Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana Instaut Agama lslam Neged Palopo
O
Palopo

Menindaklonjut  surat  Direktur  Pascasadona Insttt Agama Istam Negen Palogo Nomor B-
0058/1n. 19/DP/PP.00 910272023 tanggal 20 Febnuar 2023, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Palopo memberkan @in mahasiswa atas nama Mohammad Shofi Hidayat NIM 2005030033 Judul Tesis
“Masa Tunggu Suami terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:
P.OOS/DJIVHI00.7/1072021 Tentang Pemnikahan dalam Masa Idah Perspektif AlZari'ah)* untuk
melaksanakan pencitian mulal tanggal 27 Februan s.d 27 Maret 2023

Demikian surat ini dduat untuk digunakan sebagamana mestinya.

An Kepala Kantor Kementenian Agama
Kota P
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
—— e TRRADNGAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama *Drs. Rudding Bandu

NIpP 196612311996031003

Jubatan - Kepala Seksi Bimas Islam Kementenan Agama Kota Palopo

Alamat < Jalan K H. Moh. Hasyim, Kelurahan Tompouka, Kecamatan Wara, Kota
Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91911

Mencrngkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama - Mohammad Shofi Hidayat

NIM : 2005030033

Pekennan - Mahasiswa Pascasarzana IAIN Palopo

Prods - Hukum Islam

Alamat “Jalan Andi Diemma, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota

Palopo, Provins Sulawes: Selatan - 91921

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitan tesis yang berjudul;

MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAN ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.OOSDJHIHK00,7/1072021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
Perspektif AL-Zarr'ah)

Demikian surat keterangan im diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
schagaimana mestinya,
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah i

Nama : Budi Jamin, SPd.1, S Kom |

NIP 2 19750907200901 1008

Jubatan - Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo
Alamat - Kelurahan Payjalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nuama : Mohammad Shofi Hidayat

NIM : 2005030033

Pekenoan  : Mohasiswa Pascasarana IAIN Palopo

Prods S Hukum Islam

Alamat “Jalan Andr Djemma, Kelumhan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota

Palopo, Provinsi Sulawes: Sclatan - 91921

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:

MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjanan Yoridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.OOSDLIVHK00.7/102021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
Perspektif Al-Zarr'al)

Demikian surat keterangan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakin
schagaimana mestinya,

Palopo,
712 Yang membuat pemyataan

"\

Pd.1, S.Kom,1
200901 1008
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Lampiran 5: Pedoman Wawancara

No. | Rumusan Masalah Butir Pertanyaan
1. | Bagaimana kedudukan Surat |- Apa yang dimaksud surat edaran pada instansi
Edaran Dirjen Bimas Islam kementerian agama?
Kementerian Agama Nomor |- Siapa tujuan utama Surat Edaran Dirjen Bimas
P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Islam Kementerian Agama Nomor
yang mengatur masa tunggu P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 dikeluarkan?
suami terhadap idah istri |~ Mengapa Dirjen Bimas Islam Kementerian
dalam  tata  peraturan |  Agama mengeluarkan Surat Edaran Dirjen
perundang-undangan di Bimas Islam Kementerian Agama Nomor
Indonesia? P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021?
— Bagaimana kedudukan surat edaran lingkup
tata naskah dinas instansi kementerian agama?
— Apakah sudah diadakan sosialiasi atas
dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021?
2. | Bagaimana ketentuan masa |- Apakah isi muatan Surat Edaran Dirjen Bimas

tunggu bekas suami terhadap
idah bekas istri dalam Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
tersebut ditinjau perspektif
Al-Zari‘ah?

Islam Kementerian Agama Nomor
P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 sesuai dengan
Hukum Islam?




Lampiran 6: Foto Wawancara

Gambar 1. Foto wawancara dengan Bapak Drs. Rudding Bandu selaku Kepala Seksi
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023
pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

Gambar 2. Foto wawancara dengan Bapak Budi Jamin, S.Pd.l., S.Kom.I., M.H. selaku
Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 11.00 WITA
di Kota Palopo




Gambar 2. Foto wawancara dengan Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA di
Kabupaten Klungkung Bali




Lampiran 7: Surat Keterangan Uji Plagiasi (Turnitin)

@ TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
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Masa Tunggu Suami terhadap ‘Jddah Istri Perspektif A/-Zarah
Mohammad Shofi Hidayat!, Muammar Arafat Yusmad?, Helmi Kamal?
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Abstract: This study discusses the Circular Letter of the Director General of Public

Guidance of the Ministry of Religion Number P.OOS/DIITVHE. 00. 7/10:2021 in which

there is a policy on the waiting period of the former husband for the ‘iddah of the ex-

wife from the perspective of al-Zari*ah, so that the basis and purpose of the issuance

of the circular letter can be known. This research is a juridical normative legal

research with an analvtical approach that refers to applicable regulations. Data

validity checks using data triangulation methods, observation persistence, and peer
checking which are then processed by classification, verification, and analysis to

produce conclusions. The results of the study show that “iddah is a waiting time that

applies to a wife whose marriage is broken up, including for ex-husbands, In general,

the content of the policy in this Circular Letter is under the method of preventing
badness (sadd al-Zari ' ah). The policy regulates that ex-husbands can only marry other
women when the “iddsh period of their ex-wives has been completed or the “iddah

has ended because this encourages ex-husbands to rethink or as an effort of
reconciliation so that the hope is that ex-husbands can reconcile with their ex-wives
as recommended by Allah Aimighty. If the husband marries another woman, it leads

to badness (mafsadat), namely divorce, which is an act that is most hated by Allah

Almighty.

Keywords: Circular Letter; “Iddah; Reconciliation Efforts; Marriage

Husband's Waiting Period for Wife's ‘lddah from
the Perspective of Al-Zarah

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal
Bimbin%:m Masyarakat Kementerian Agama Nomor P.005/DLIII/ Hk.00.7/10/2021
yang didalamnya terdapat keb'yaknn tentang masa tunggu mantan suami terhadap
‘iddah mantan istri perspektif a/Zar ah, sehin%ga dapat diketahui landasan dan
tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum
normatif yuridis dengan pendekatan analitis yang mengacu pada peraturan-peraturan
i'an berlaku. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data,
etekunan pengamatan dan pengecekan sejawat yang kemudian diolah dengan cara
klasifikasi, verifikasi, analisis hingga menghasilkan kesimpulan, Hasil penelitian
menunjukkan ‘“ddah adalah waktu tungglgzang berlaku bagi seorang istri yang putus
Eerkawinannya. tak terkecuali bagi laki-laki mantan suami. Secara umum muatan isi
ebijakan dalam Surat Edaran ini telah sesuai dengan metode sadd al-zariah.
Kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat
menyelenggarakan pernikahan dengan perempuan lain apabila masa ‘iddah
perempuan mantan istrinya telah selesai atau habis ‘iddahnya. karena hal ini
mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi, sehingga
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harapannya mantan suami dapat rujuk dengan mantan istrinya sesuai anjuran Allah
swt. Apabila suami menikah dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada
maiffadat, yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan vang paling dibenci
Allah swt.

Kata Kunei: Surat Edaran; ‘lddah; Upaya Rekonsiliasi; Pernikahan

A. Pendahuluan

Megara Indonesia sebagai negara hukum' telah memberikan jaminan
kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan
melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya yang telah
dianut.” Untuk melaksanakan hal tersebut, adanya hukum nasional sangat diperlukan
sebagai suatu bentuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, dan
salah satu hukum yang diatur negara adalah hukum tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya
UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak
warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan
beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk
orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi
pelaksanaan hukum bercorak Islam pada tatanan hukum nasional, agar masyarakat
memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan
hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan yang merupakan perikatan secara lahir batin antara secrang laki-
laki dengan seorang perempuan selaku pasangan suami istri vang memiliki tujuan
membentuk rumah tangga atau keluarga yang dibina dengan bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ Juga mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah, dan rahmah.# Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila para pihak

'Republik Indonesia, ndang-Undang Dasar Negaea Kesadn Repobiik Indonesia Taban
J945 pasal | ayat (3).

* fbicl, pasal 29 ayat (2).

"Republik Indonesia, Undbivig-Dnding Repoblik Indonesin Nowmor | Taber 1974 tentang
Perkawinan, pasal 1.

‘Republik Indonesia, fnseraksi Prosiden Republik fndonesia Nomor I Takar 1997 temiang
Penpvebarfusan Kowgrilass ks fsian, pasal 3.
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menyelenggarakannya berdasarkan ketentuan agamanya dan atau kepercayaannya
yang diyakini atau dianut masing-masing pasangan mempelai pengantin® dan
tercatat sesuai aturan yang berlaku.®

Pencatatan perkawinan ialah syarat administatif. Apabila perkawinan tidak
dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di mata hukum tidak
memiliki kekuatan hukum, dan berdampak besar jika terjadi pengabaian. Upaya
hukum tidak bisa diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti
yang sah serta autentik dari pemikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga
pencatatan nikah mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi
untuk memberikan suatu bentuk jaminan hukum.’

Kewenangan pencatatan pernikahan berada pada Pegawal Pencatat Nikah
(PPN} Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana suatu peristiwa pernikahan
tersebut dilangsungkan. Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan
oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk® Secara hierarki organisasi tata
laksana KUA termasuk salah satu unit dari Kementerian Agama. KUA lebih tepatnya
merupakan sebuah unit pelaksana teknis, berada di bawah dan dalam tanggung jawab
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina secara operasional oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten®ota.®

Pada tanggal 29 Oktober 2021, kebijakan Surat Edaran Nomor: P-
005/DY NIVHK.00.7/10/2021 tentang Pemikahan Dalam Masa Idah Istri {selanjutnya
SE 2021) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

(selanjutnya Dirjen Bimas Islam). Berisikan antara lain seorang pria bisa

"Republik Indonesia, {indang-indang Kol Indiresia Momor | Taban P74, pasal 2 ayat
{2). Lihat juga Republik Indonesia, fesfrodsd Presides Repubdfis fndonesta Nomor | Talus £994, pasal
4

“Republik Indonesia, Linefarg-Cmafmg Republik Indivresia Mowmor £ Taben J974, pasal I ayat
{1). Lihat juga Republik Indonesia, festrds) Presides Republid fndonesis Nomwor ! Taler £994, pasal
5

"Abdul Ghofur Anshori, Sk Perkawinan Tslam (Perspektit” Fikil dan Mok Posiif)
(Yogyakarta: UTI Press, 20011}, 184.

"Republik Indoncsia, fastruksi Presider Republid fndonesia Nomor | Talur 1997, pasal 5
ayat (2). Lihat juza Republik Indonesia, Perateran Pemerintal Nomor @ Tabun F975 fevtang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor | Tahun 197 fenvang Perkawinan, pasal 2 avat (1)

“Republik Indonesia, Poratwran Menterd Agama Republit Indonesia Nomor 34 Tahun 2016
tentang Cvganisasy oo Tate Kegla Kaetor Urusan Aganma Kevarmata, pasal | avat (1)
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menyelenggarakan sebuah pernikahan bersama wanita lain, bila wanita vang menjadi
mantan istrinya telah selesal masa ‘/ddafnya. Selanjutnya apabila peristiwa
perkawinan sang pria bersama wanita lain tersebut telah terjadi, sedangkan wanita
mantan istrinya belum selesai menjalani masa idahnya, sang pria tersebut dapat
kembali rukun atau rujuk dengan mantan istrinya, mamun sebelumnya harus
mendapat izin poligami dari Pengadilan.'”

Padahal sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami
yang mentalak istri dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin
dengan perempuan lain ()3 at-Talag 65/2). Selain itu, hukum Islam di Indonesia baik
melalui UUP atau KHI tidak terdapat pelarangan bagi seorang pria yang hendak
kawin bersama wanita lain meskipun wanita mantan istrinya belum selesai menjalani
masa idah. Memang hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami
terbuka, vaitu apabila laki-laki ingin memiliki istri lebih dari seorang (poligami)
harus diberi izin oleh Pengadilan dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam salah satu
poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain, meskipun wanita
mantan istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan potensi
poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyal kesempatan pula
merujuk wanita bekas istrinya.

Iktibar dan ditetapkan idah bagi perempuan oleh hukum Islam salah satunya
adalah agar suami istri yang telah bercerai itu dapat berpikir serta memiliki
kesempatan kembali membina dalam koridor berumah tangga.!! Namun berbeda bagi
suami karena tidak ditetapkan baginya ‘iddleh atau masa tunggu. Apabila
berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki “ffah, sehingga sang
pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan lain, meskipun
mantan istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa “iddah.

Allah swt. pada hakikatnya menurunkan syariat bertujuan guna mewujudkan
kebaikan hamba sekaligus agar terhindar dan mafsadat di dunia maupun di akhirat.

"Dircktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam, Swar  Ederan Nomor: P
LR I O T 2021 tentang Pernikahan Dalam Masa fdah fsted
V'Sayyid Sabig, Fighw al-Swek (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 672
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Suatu ketetapan dan hukum oleh Allah swt. tidak akan diciptakan tanpa maksud dan
tujuan begitu saja untuk seluruh mahluk ciptaan-Nya, namun hukum dan ketetapan
dari Allah swt. tersebut diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.’” Olehnya itu
penelitian ini meninjau secara yuridis posisi dan kekuatan SE 2021 dalam sistem
perundang-undangan di Indonesia dengan mencermati suatu landasan penggalian
atau perumusan (istinbat) hukum Islam, khususnya perspektif a/-zas'ah agar
mengetahui latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam menetapkan adanya masa
tunggu bagi bekas suami terhadap */ddah mantan istri.

B. Konsepsi ‘/ddah dalam Perkawinan Islam

* Iddah berasal dari kata dalam bahasa Arab. yaitu kata 9 (a/-iddah) yang
berasal dari kata verba = — s — = (adda-yauddu-addan) memiliki arti menghitung
sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti 33 (a/-adadu) yaitu ukuran atau takaran
dari sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya."

*fddah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata % (a/-*add) yang memiliki
arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata iy (al-ihsa ') yang berarti masa
haid yang dihitung oleh perempuan. * Al-Juzairi juga memiliki pendapat yang
selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata % (adadu) yang merupakan
bentuk rmasdar sima'f dengan kata éb=a| (g/-ihsa ') yang berarti menghitung, bentuk
masdarqiyasnya adalah 2= ¢ add).'s

* Iddalh secara istilah syar'i mempunyai cakupan makna yang luas daripada
bahasa. * /ddah secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu istilah terkait masa
di mana seorang perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak dibolehkan

perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat suvaminya. atau pasca

“Nursyamsi Ichsan, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif, “Pencrapan
PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo),” Maddika: Journal of Islamic Family Law
1. no. 2(2020): 11-24.

“Imam Ibn Manzur. Lisan al-Arab (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).

“Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672

"* Abdurrahman al-Juzain, Al-Figh ‘ala Mazahib al-"Arba’ah. ter). Qolbi Djabir, et.al., Figh
Empat Mad=hab, Jil. 5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.
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perpisahannya (berceral) dengan suami.'® Sedangkan menurut al-Jauzari, kata ° iddah
biasa digunakan secara umum untuk menyebutkan hari-hari haid perempuan atau
hari-hari suci."”

Wahyudi menjelaskan *ididah secara istilah ialah waktu tunggu bagi seorang
wanita yang bukan didasarkan hanya pada waktu suci ataupun haidnya, namun
terkadang juga dilandaskan pada bulan atau suatu tanda dengan melahirkan, dan
selama dalam waktu tersebut wanita itu terlarang untuk kawin dengan pria lain."*

Kata al-iddalr dikaitkan dengan lingkup perempuan maka memiliki makna
hari-hari suci atau haid atau hari-hari di mana sang wanita menahan dini untuk
memakai perhiasan baik berdasarkan hitungan bulan, suci, haid, atau melahirkan.'
Quraish Shihab juga memiliki pendapat yang selaras bahwa *fddaf ialah waktu
tunggu yang wajib bagi istri yang pisah dengan suaminya oleh kematian suami atau
cerai hidup. ™

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *iddak dapat dikategorikan, yaitu:

. ‘lddah al-agra’, rentang waktu *iddah-nya ialah selama 3 (tiga) kali gerd* (suci),
memiliki sebab-sebab utama yaitu:

a. Perceraian yang terjadi pada perkawinan sah dan antara suami dengan istri
telah terjadi hubungan badan jba'da al-dekhidls. Adapun antara suami
dengan istri yang belum terjadi hubungan badan fgabla al-dukhil), maka
bagi sang perempuan tersebut tidak ada masa “iddah.

b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau
dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuan antara suami
istri (ha ‘da al-dukhil);

¢. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan
ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan;

“Sayyid Sabig, Fighu al-Sunnah, ter). Khairal Amru Harahap, etal., Fikil Seonah, 11 4(Cet.
1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 118.

Y Al-Juzain, Al-Figh “ala Mazahib al-‘Arba’ah, hL 5, 1001.

UMuhammad lsna Wahyudi, Figh Tddak Klasik dan Kentemporer (Yogyvakarta: Pustaka
Pesantren, 2009), 75,

Vibid, 74-75.

*M. Quraish Shahab, Taiir Al Mishbak: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Cur'an, Il 14
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 291.
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*Iddah dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama, yaitu:

a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum
dewasa atau telah menopause, waktu ‘iddah-nya ialah selama 3 (tiga) bulan;

b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka rentang
waktu ‘iddah-nya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) han:

*lddah wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu:

a.  Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah maupun
perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid, maka
maka rentang waktu ‘iddah-nya ialah sampai istri melahirkan;

b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa
kehamilan, maka ‘iddah-nya ialah hingga anak yang dikandung lahir.”'

Hukum Indonesia telah mengatur macam dan rentang waktu “iddah, yaitu:
Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa
*iddah, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus
tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.

Masa *iddah bagi wanita janda ketentuannya berikut ini:

a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum pemah
digauli, masa “iddah-nya selama 130 (seratus tiga puluh) hari:

b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa ‘iddah untuk perempuan
yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang sudah
tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula:

c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai itu
sedang hamil. masa “iddah-nya ialah selama mengandung sampai anak yang
dikandungnya lahir;

d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda
tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut. masa ‘iddah-nya
ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.

*'\Wahbah Al-Zuhaili, Figh al-fslam wa Adiflatubu, tetj. Abdul Hayyic al-Kattani, Figih
Istarn wa Adilfattwhe, Jil. 9 (Jakarta: Gema Insani, 201 1), 541-542.
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3. Tiada masa ‘iddah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena dimana
wanita janda itu bersama pria mantan suaminya tidak pernah bercampur.

4. Untuk pernikahan yang terputus karena cerai, waktu menunggunya terhitung
sejak hari jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang
tetap: adapun bagi perkawinan yang terputus karena sang suami wafat, waktu
menunggunya terhitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu
menjalani ‘iddah ia tidak haid karena sedang menyusui, maka “iddak-nya 3 (tiga)
kali waktu haid.

6. Bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu menjalani ‘iddah ia
tidak haid tidak disebabkan karena menyusui, maka *iddah-nya selama setahun,
namun bila selama setahun itu ia mengalami haid lagi. maka masa ‘iddah-nya

menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.”

C. Analisis Masa Tunggu Suaml Terhadap */ddah Istrl dalam Surat Edaran
Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam Nomor
P.005/DJ.ITI/HK.00.7/10/2021 Perspektif Al-Zart*ah

Surat Edaran Nomeor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan

Dalam Masa Idah Istri sebagai upaya tindak lanjut hasil pembahasan dalam forum

diskusi pada tanggal 30 September 2021 antara Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghasilkan poin diskusi

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam

Idah (selanjutnya disebut SE 1979) tidak efektif implementasinya dan perlu dilakukan

peninjauan.

Pokok muatan SE 1979 berisi pada pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas
suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak raj’'i dan hendak
kawin lagi dengan wanita lain, sedangkan wanita bekas istrinya belum selesai

**Republik Indoncsia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975,
pasal 39. Lihat juga Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor | Tahun 1991, pasal 153.
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menjalani ‘iddah, maka dia harus mendapatkan izin melakukan poligami dengan
mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.™ Olehnya itu perlu dianalisis muatan
ketentuan tersebut melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan

metode penemuan hukum al-Zarf ‘ah berikut ini:

I.  Pencatatan Perkawinan

Kehijakan SE 2021 terkait pencatatan perkawinan ditinjau berdasarkan hubum
perkawinan di Indonesia telah sesuai dengan UUP pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-
undangan vang berlaku. Ini juga dikuatkan dengan aturan dalam KHI pasal 5 dan &
yang memberikan kewenangan pencatatan berada pada Pegawal Pencatat Nikah
(PPN} di KUA Kecamatan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan kewajiban
administratif, bukan termasuk rukun dan sahnya perkawinan di Indonesia. Namun
secara esensi, pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif
tersebut dapat dilihat dari dua pandangan, vaitu:

a. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat
berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

b. Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif yang diselenggarakan
negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum vital
dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat hukum yang
sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan mengikat, sehingga
negara dapat melindungi dan melayani hak-hak yang ditimbulkan dari suatu
peristiwa perkawinan kedua mempelai dapat diselenggarakan secara baik, efektif,

dan efisien.™

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Apama Islam, S Foliemn Moo
DNVAET T RTR ranggal 10 Febraard 19079 temang Masalah Poligamy Dalam foah,

“Mahkamah Konstitusi, Pwrusan Nowmor 46PULLVITE200? tentang Pensyiian Undang-
Linidarg Newmow § Falvwr 1974
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Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada dasarnya
tidak ada yang melarang pria mantan suami untuk menyelenggarakan perkawinan
dengan wanita lain, meskipun wanita bekas istri sebelummya belum selesai menjalani
‘iddah. Pasal 3 UUP mengatur bahwa pada hakikatnya dalam sebuah pernikahan
seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja. Seorang perempuan hanya boleh
pula bersuami seorang saja. Akan tetapi, penjelasan umum UUP menyatakan bahwa
hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami terbuka, yaitu hanya
apabila yang bersangkutan berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum
agama yang bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang. Perkawinan bagi seorang
suami dengan lebih dari satu istn hanya bisa diselenggarakan jika berbagai
persyaratan tertentu telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif al-
Zari'ah merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu
perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan
pencatatan perkawinan merupakan al-wasilah atau perbuatan perantara vang dapat
menjadikan  jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang
dilangsungkan antara pria demgan wanita baik berstatus perjaka’gadis maupun
dudafjanda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah al-iffla” yang memunculkan
dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa maslahat.

Maslahat vang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan
perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum
dilaksanakannya perkawinan. Apabila termyata laki-laki dan perempuan baik berstatus
duda’janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon mempelai tidak
melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta calon mempelai saling
mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya, apabila perkawinan dicatat maka
negara dapat hadir melaksanakan pemberian jaminan perlindungan hukum dan pihak
pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum fal-mutawassil ilaik).

Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat fal-wasilak) justru memunculkan
dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan fal-ifda’) kepada
majfFadah, seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak

adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena
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tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka, sehingga negara tidak dapat
menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan juga
penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (a/-mutawassil
ilaih).

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada
pokoknya perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) hukumnya sah, namun dapat
berubah menjadi haram jika terdapat mudharat.”® Olehnya itu berdasarkan metode
sadd al-zari‘ah, perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak
negatif tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA
hukumnya wajib.> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pendapat Ibnu Qayyim
al-Jauziyah sebagai dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan:

7. asally oy Jis- s NG L0V A0 o GO il
Artinya:
Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat.
keadaan, niat dan adat istiadat.

Hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi
kebutuhan manusia kaitannya dengan perubahan sosial. Hukum Islam harus terlibat
secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi.
Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya
hukum Islam membumi pada diri manusia.2® Olehnya itu, pencatatan perkawinan
selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum juga memiliki manfaat

preventif (sadd al-Zar'ah), yaitu agar tidak timbul atau tercipta penyimpangan

**Majelis Ulama Indonesia. Farwa Mafelts Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 fentang
Nikak di Bawalh Tangan.

*Majclis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Farwa Majelis  Tagih dan  Tajdid
Muhammadiyah tentang Hukwm Nikah Sirrd, https://tarjih.or.id hukum-nikah-sirri’, diakses tanggal
20 Agustus 2024,

“"Tbnu Qayyim al-Jawziyah, /"fam al-Muwaqgi'in an Rab al-Alantin, juz 111 (Bairut: Dar al-
Fikr, Lth.), 14.

*Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan
Hukum.” Adzkiva: Jurnal Hukumn dan Ekonomi Syariah 5, no. 1(2017): 67-86.
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terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun

peraturan perundang-undangan.

2. Proses Intropeksi Diri (Perenungan) untuk Membina Hubungan Kembali

Kebijakan SE 202 | menyatakan bahwa ketentuan istri harus menjalani *iddah
yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian merupakan suatu
kesempatan bagi kedua pihak suami istn agar berpikir ulang membangun kembali
rumah tangganya. Hal ini telah sesuai dalil dalam (S Al-Bagarah/2:228 dan ()5 Al-
Talag/65: 2. Hikmah pensyariatan “iddafr bagi perempuan ialah sangat membuka
kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang
sebelumnya telah ditalak.” Apabila istri yang telah dicerai suaminva tersebut hampir
mencapail batas akhir masa *iddah-nya, sang suami tersebut dapat merujuk istrinya,
sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan dengan cara yang ma ruf selama
perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak b in kubrd).

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri untuk
hidup bersama yang sedemikian erat fmisdgon galiza). Bahkan walaupun apabila sang
istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan talak, mereka masih
menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena pada esensinya masih memiliki ikatan
perkawinan dan melekat pula kewajiban masing-masing suami istri. Mantan istri yang
dijatuhi talak wajib untuk menanti mantan suaminya di masa *iddah-nya, sedangkan
mantan suaminya masih wajib pula untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada
istrinya.*® Oleh karena itu sudah seharusnya pasangan tersebut agar memperbaiki
hubungan mereka. Apabila pasangan suami istri telah kembali membina rumah tangga
atau rujuk, maka pasangan tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit
kesalahan vang lalu.

3. Suami Menikahi Wanita Lain Pada Masa */ddak Mantan Istri

Kehijakan SE 2021 yaitu terkait adanya masa tunggu suami terhadap masa
“icffrkr 1stri, yaitu pria mantan suami dapat menyelenggarakan perkawinan dengan

FAL-Zuhaili, Figh al-fslamr wa Adilfatuhe, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figibe fsfarn wa
Adiffatswhe, Jil. ®, 536-337.

M. Quraish Shihab, Tafsir A7 Mishbah: Pesan, Kesan dan Kescrasizn Al-Quran, Jil.
(Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), 489-490.
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wanita lain apabila wanita mantan istrinya telah selesai menjalani ‘iddah. Kebijakan
tersebut apabila ditarik penafsiran secara berlawanan atau contra legem dapat
diartikan bahwa pria mantan suami tidak dapat menyelenggarakan suatu perkawinan
dengan wanita lain, kecuali mantan istrinya telah selesai menjalani atau habis masa
‘iddah-nya, maka pria mantan suami diwajibkan menunggu terhadap masa ‘iddah
mantan istrinya. Hal ini sangat berbeda dengan konsep fikih munakahat.

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa ‘iddah. Olehnya itu, seorang
pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung atau sesaat pasca terjadinya
perceraian dengan mantan istrinya terdahulu selama tidak terdapat halangan secara
syara’ (mani’ svara’). Misalnya kawin dengan perempuan yang terlarang untuk
dipoligami secara sekaligus di waktu yang sama, yaitu antara istrinya yang pertama
dengan para saudara kerabat perempuannya, seperti saudara perempuannya, bibinya
dari pihak dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya
dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang fasid ataupun akad
yang mengandung syubhat (keraguan hukum). Contoh lainnya adanya halangan syara’
bagi laki-laki menikahi perempuan hingga urutan kelima dalam ‘iddah istri urutan
keempat yang dia ceraikan sampai selesai masa ‘iddah-nya. Pria juga terlarang
mengawini istri yang telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan
lelaki yang lain*!

Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga memberikan anjuran terhadap
suami yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya menyelenggarakan waktu
berkabung menurut kepatutan. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam
ketentuan tersebut berbeda dengan konsep ihdad dalam fikih dan bersifat anjuran,
namun hal tersebut adalah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di
Indonesia.

Konsep serupa ditawarkan Wahyudi bahwa perlu pembaharuan hukum terkait
idah yang dapat diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini
dikeluarkan setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana

" Al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adiliatuby, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, Figih Isfam wa
Adillattutis . 9, 536,
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hikmah disyanatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat

Arab Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai

pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek kepemilikan

hingga dapat dijual. Oleh karena itu, ‘iddah disyariatkan dengan tujuan sebagai

berikut:

a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dan pihak laki-
laki.

b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai.

¢. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi
masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari (masa berkabung
perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama satu tahun).

d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan suami
yang meninggal dan keluarga besar suami.*

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinan
diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan kedua orang tuanya
secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender yang saat ini dituntut
dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria dan wanita, maka ‘iddah
seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria dengan tujuan
sebagai berikut:

a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakir menular
terutama penyakit seksual.

b. Untuk mengagungkan lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh,
sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka telah
retak dan pecah. maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami istri yang
telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan tercipta
kembali suasana dan hubungan kondusif.

c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat.™

“Wahyudi, Figh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer, 125-131.
M bid, 142-158.
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Selain itu Hamzanwadi tentang konsep ‘iddah laki-laki menggunakan teori
utilitarianisme (tindakan yang baik dan bermanfaat) yang kemudian ditinjau
perspektif mubadalah (kesalingan), maka laki-laki menjalani masa ‘iddah dengan
jangka waktu disesuaikan dengan keadaan rentang waktu ‘iddah yang wajib dijalani
oleh wanita tersebut, baik yang cerai talak raj 't maupun karena ditinggal wafat.**

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah agar naluri seksual manusia dapat
tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum perkawinan
bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Namun secara
umum hukum perkawinan ialah mubah, maka hal ini termasuk perbuatan maslahat
tersier. atau mungkin dihukumi sunnah. sehingga termasuk perbuatan yang membawa
maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki ataupun perempuan tidak melakukan
hubungan suami istri ialah sekitar 4 (empat) bulan® atau paling lama selama 6 (enam)
bulan.*

Apabila ditinjau melalui perspektif al-Zari‘ah, perbuatan suami yang
melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (al-wasilah) yang mengandung
maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Adapun suvami yang
menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain namun masa idah istri
terdahulunya belum selesai. inilah a/-ifda* yang memunculkan kuat dugaan bahwa
perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah tersier, atau justru membawa
kepada mafsadah sekunder. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru
membuat sang suami tidak akan berpikir ulang membangun kembali rumah tangga
dengan istri yang telah dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah
perceraian, padahal perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah
perbuatan (al-wasilah) yang mengandung maslahat sekunder (apabila perkawinan
dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan dengan wanita lain

*Hamzanwadi, “Konscp ‘lddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Fagihuddin Abdul Qadir.”
Tesis. (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik [brahim, 2021).

**Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, 486. Lihat juga Rizal
Darwis, “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Tclaah Fikih dan Hukum Nasional
Perspektif Jender,” Disertas/ (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

*Al-Zuhaili, Figh al-Isiam wa Adiflatuhy, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, Figih Islam wa
Adillattwhe 3. 9,, 298,
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namun masa ‘iddeh mantan istrinya belum selesai, inilah pula al-ifda’ yang
memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada
mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada
masa ‘iddah-nya.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup “iddah
yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali gabla al-dukhil, namun dengan
berpedoman dalil dalam QS Al-Bagarah/2: 228 dan QS Al-Talag/65: 2, maka hal
tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca
perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya
rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila perbuatan suami yang melakukan
perkawinan dengan wanita lain pada saat masa idah bekas istri belum selesai.
rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang dijatuhi talak menjadi tidak kondusif
dan hal tersebut terkesan tidak mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan
kokoh (misdgan galiza) antara keduanya.

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum kawin
dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak berpikir ulang
mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat preventifnya ialah agar
tercipta ketertiban hukum (sadd al-zari‘ah), baik menurut ketentuan agama maupun
peraturan perundang-undangan yaitu agar terbangunnya rekonsiliasi, sehingga
keduanya tidak jadi bercerai dan terajut kembali hubungan pertalian yang erat dan
kokoh (misdgan galizd) antara keduanya. Olehnya itu telah tepat pula pengaturan
kebijakan yang mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan
perkawinan dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya wanita bekas
istrinya menjalani masa *iddah.

4. Potensi Poligami Terselubung

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila laki-laki manatan suami kawin dengan
perempuan lain dalam masa ‘iddah. sedangkan ia masih memiliki kesempatan
merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami
terselubung. Ini dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada mafsadah
sekunder, bahkan primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Padahal
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pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP junctis pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto pasal 56 KHI menyatakan bahwa pemikahan seorang suami
dengan lebih dari istri seorang hanya dapat diselenggarakan apabila suami telah
mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

Apabila laki-laki mantan suami kawin dengan perempuan lain dalam masa
‘iddah, kemudian merujuk mantan istrinya, maka suami tersebut melakukan poligami
terselubung karena sang suami beristri lebih dari seorang tanpa bermohon dan diberi
izin oleh Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka
jalan ini wajib ditutup (sadd al-zari‘ah).

5. Membentuk Hukum Baru Akibat Al-Wasilah

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila mantan suami telah kawin dengan
perempuan lain dalam masa ‘iddah mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk
mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Perbuatan
suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan maslahat sekunder. Perbuatan
suami tersebut merupakan a/-wasilah atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan
jalan kepada sesuatu hukum lain.

Adapun suami apabila sudah kawin dengan wanita lain dalam masa ‘iddah
mantan istri kemudian suami ingin merujuk mantan istrinya, maka sang suami wajib
mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan al-ifda’ yang
memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada
hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa
‘iddah-nya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami, yaitu untuk berpoligami
yang merupakan maslahat tersier. maka dalam hal ini tidak dapat diterapkan metode
sadd al-zart ah.

Dengan demikian bahwa secara umum muatan isi kebijakan pada SE 2021
telah sesuai dengan metode sadd al-Zari‘ah. Muatan SE 2021 tersebut juga pada
dasarnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Namun pada poin kelima kebijakan
tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-zari‘ah karena prinsip sadd al-zari‘ah
ialah sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: paead s e 284 2idd ¢35 yang artinya
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menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mendatangkan
kemaslahatan).

D. Kritik Kebijakan Masa Tunggu Suamli Terhadap ‘Iddah Istrl dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor
P.005/DJ.ITVHK.00.7/10/2021

Membandingkan muatan SE 1979 dengan SE 2021. SE 1979 berisi pada

pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas suami yang telah menjatuhkan talak raj i

kepada istrinya dan hendak kawin lagi dengan wanita lain dalam masa wanita mantan

istrinya belum selesai menjalani *iddah, maka dia harus mendapatkan izin poligami

Pengadilan Agama. Muatan berbeda ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang

pria mantan suami yang bercerai dengan wanita mantan istrinya, sehingga sang wanita

mantan istri diwajibkan menjalani masa “iddah. maka sang pria mantan suami tersebut
hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan wanita selain mantan istrinya
apabila sang wanita mantan istri telah selesai menjalani masa “iddah.

Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021 dapat dilihat pada
gambar tabel 1 berikut ini:

Tabel |
Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021

y Unsur Muatan
No Kebijakan SE 1979 SE 2021

1 | Lingkup ‘iddak Akibat talak raj'i ;‘:,:}’;‘ajjm;,’f;“"‘ Kecuadi
Memuliki kesamaan kebijjakan bahwa bekas suami wajib menunggu

2 | Masa tunggu suami 1dah bekas istrt sclesai bila ingin menikah dengan wanita sclain
bekas istrinya
Diperlukan bila bekas suam Diperlukan bila bekas suami

x P akan menikah dengan wanita akan merujuk bekas istni yang

3 | lzin poligami lain scbelum masa idah bekas | mana bekas suami telah

istri habis menikah dengan wanita lain

Sadd al-zari'ah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau
mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang
lebih besar. Kebijakan SE 2021 justru membuka pintu atau peluang adanya poligami
terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk

492 Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20, No. 2, 2024 ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256



Mohammad Shofi Hidayat. Muammar Arafat Yusmad, Helmi Kamal

penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi bahwa disamping sang suami
sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia juga masih terikat perkawinan dengan
istri vang telah dijatuhi talak yang masa “iddaf-nya belum selesai. Sedangkan SE
1979 berisi kebijakan apabila pria mantan suami hendak menikah dengan wanita lain
dalam masa wanita mantan istri belum selesal menjalani “iddah, sang pria tersebut
wajib mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi
penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami secara legal atau
sah, meskipun andai sang pria tidak jadi ujuk dengan wanita bekas istrimya.

Kebijakan pada bagian membentuk hukum baru (adanya poligami) SE 2021
tersebut justru berlawanan dengan kebijakan poin suami menikahi wanita lain pada
masa “iddah mantan isteri pada SE 2021 itu sendiri tidak menciptakan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan hukum. Dengan kata lain terjadi disharmonisasi hubkum
yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan juga dalam
pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada akhimya dapat
bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum).

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung maslahat tersier, sedangkan
lembaga mujuk merupakan perbuatan vang mengandung maslahat sekunder bahkan
dapat menjadi primer. Olehnya itu lembaga rujuk yang seharusnya didahulukan dalam
kebijakan ini, bukan poligami terselubung. Ilustrasinyva berdasarkan kebijakan
tersebut adalah apabila suami menjatuhkan tafak rai'i terhadap istrinya, maka ia
diharuskan melewati masa tunggu terhadap ‘iddah istrinya sampai selesai dengan
tujuan agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi membina rumah tangga yang
erat kembali.

Apabila hal tersebut tidak tercapai dan suami justru ingin menyelenggarakan
pernikahan dengan wanita lain, sedangkan masa ‘iddah mantan istri vang telah ia
jatuhi talak belum selesai, suami wajib bermohon izin poligami ke Pengadilan Agama.
Hal ini selaras dengan kebijakan pada SE 1979 pada poin menikahi wanita lain dalam
masa ‘iddah mantan istri yang secara garis besar mengatur bahwa bagi seorang suami
yang telah menceraikan istrinya dengan tafak raj i dan hendak kawin lagi dengan
perempuan lain sebelum habis masa ‘iddah mantan istrinya, maka dia harus

mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
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Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup
‘iddah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali gabla al-dukhil, namun hal
tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca
perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya
rekonsiliasi dalam rumah tangga. Olehnya itu sudah tepat pengaturan kebijakan yang
mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan
dengan wanita lain sebaiknya menunggu selesainya wanita mantan istrinya menjalani
masa “iddah, dan hal ini telah berkesesuaian dengan metode sadd al-Zari'ah.

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami merupakan sebuah
perbuatan (al-wasilah) yang mengandung maslahat tersier. Adapun suami yang telah
merujuk istrinya kemudian hendak melakukan perkawinan dengan perempuan lain
namun tidak dicatat, inilah al-ifde’ yang memunculkan dugaan yang kuat bahwa
perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder bahkan primer.
Sebabnya ialah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara
otomatis mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (al-wasilah) yang
justru memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (al-ifda ') kepada
mafsadah seperti mwan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak
adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena
tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat
menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan
penegakan hak yang lahir dani peristiwa hukum perkawinan tersebut (a/-mutawassil
ilaih).

Dengan demikian apabila perkawinan dicatat maka negara dapat memberikan
jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian
hukum. Meskipun poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian,
yaitu pada tahun 2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di
Indonesia’ atau sekitar 0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami
terhadap “iddah istri ini diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan

"Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024),
279-28.
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faktor poligami tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga
perlu peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan
kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghidari dari gejala yang justru
semakin besar yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus
perceraian karena faktor poligami.

E. Kesimpulan

Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan hukum Islam
berdasarkan metode sadd al-zari‘ah. termasuk mengenai kebijakan yang mengatur
bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan
perempuan lain apabila masa ‘iddah perempuan mantan istrinya telah selesai atau
habis, karena hal ini mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya
rekonsiliasi sehingga harapannya ialah manatan suami dapat rujuk dengan mantan
istrinya sesuai anjuran Allah swt. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru
mengantarkan kepada mafsadat. yaitu terjadilah perceraian yang merupakan
perbuatan yang paling dibenci Allah swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Namun di sisi
lain kebijakan pada SE 2021 tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-zari‘ah,
justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada
hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum.
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